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ABSTRAK 

 

Jaminan kehalalan suatu produk pangan saat ini menjadi isu yang tidak dapat 

diabaikan. Berdasarkan data LPPOM MUI RIAU, setidaknya terdapat 385 produk 

yang telah melakukan sertifikasi halal pada tahun 2020. Untuk mewujudkan UU 

No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk, perlu dilakukan kajian 

mendalam mengenai faktor penguatan kelembagaan sertifikasi halal. Dengan 

menggabungkan kajian literatur dengan beberapa studi kasus dari beberapa 

UMKM, penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi penguatan 

kelembagaan dalam melakukan sertifikasi halal. Pengumpulan data pada 

penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan focus 

group discussion dengan para pakar seperti akademisi, pelaku usaha, auditor halal 

dan pemerintah. Metode analythical hierarchy process (AHP) digunakan dalam 

penelitian ini untuk menentukan strategi dalam pengambilan keputusan. Penelitian 

ini menemukan 4 variabel yang menjadi faktor penentu penguatan kelembagaan 

sertifikasi halal, diantaranya barriers, drivers, organizational, dan environment.  

  
 

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Halal Supply Chain, AHP 
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ABSTRACT 

 

Halal assurance of a food product is currently an issue that cannot be ignored. 

Based on data from the RIAU LPPOM MUI, there are at least 385 products that 

have carried out halal certification in 2020. To realize Law no. 33 of 2014 

concerning product halal assurance, it is necessary to conduct an in-depth study 

of the factors for strengthening the halal certification institution. By combining 

literature review with several case studies from several MSMEs, this study aims to 

determine institutional strengthening strategies in conducting halal certification. 

Data collection in the study was carried out by conducting semi-structured 

interviews and focus group discussions with experts such as academics, business 

actors, halal auditors and the government. The analytical hierarchy process 

(AHP) method is used in this study to determine strategies for decision making. 

This study finds 4 variables that determine the strengthening of halal certification 

institutions, including barriers, drivers, organizational, and environment.  

  
 
Keywords: Halal Certification, Halal Supply Chain, AHP 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini, Provinsi Riau memiliki penduduk sebanyak 6.394.087 juta jiwa dan 

87% penduduknya menganut agama Islam (BPS Riau, 2020), hal ini membuat 

permintaan akan produk halal semakin tinggi, terkhusus umat muslim. Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. 

UMKM juga merupakan salah satu bisnis atau badan usaha yang sering berinteraksi 

dengan masyarakat di berbagai lapisan. Berdasarkan website Pemerintah Kota 

Pekanbaru menyatakan setidaknya terdapat 15.126 pelaku UMKM terhitung hingga 

November 2020.  

Jaminan halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tak dapat 

diabaikan, banyaknya jumlah produk yang beredar di masyarakat, sehingga perlu 

dilakukannya pengawasan dan pendampingan terkait kebersihan, kehalalan, dan 

kelayakan produk UMKM di bidang pangan. Selain itu, juga perlu dilakukan 

sertifikasi dengan berbagai parameter ketercapaian. Sertifikasi tersebut dilakukan 

oleh instansi pemerintahan ataupun swasta, dalam aspek kehalalan seperti, LPPOM, 

BPJPH, PT. Sucofindo, dan PT. Surveyor yang menjadi wadah pembinaan dan 

sertifikasi halal untuk unit usaha masyarakat dalam mendapat jaminan produk-

produk yang halal (Gunawan, dkk., 2020) 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga otonom yang bernaung dibawah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertujuan untuk melakukan pengkajian, 

penganalisaan, penelitian, dan memberikan keputusan atas kehalalan suatu produk 

pangan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat 

Muslim di Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 6 Januari 1989 oleh MUI 

berdasarkan mandat dari Negara/Pemerintah untuk melakukan sertifikasi halal dan 

pemeriksaan berhubung dengan maraknya kasus lemak babi di Indonesia pada 

tahun 1988. 
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Kebijakan sertifikasi halal diatur pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Seluruh produk yang masuk, beredar dan 

diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Berdasarkan UUJPH, 

sertifikat halal resmi diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) dan bersifat wajib (mandatory). Berikut merupakan alur dari tahapan 

proses sertifikasi yang berlaku di Indonesia saat ini. 

Industri UKM

Auditor 

Halal 

Internal

Auditor 

Halal 

Internal

Pemohon

LPPOM
Komisi 

Fatwa

MUI

YaTidak

BPJPH

BPJPH

Kelengkapan 

Dokumen

Tidak

Penetapan 

LPH

Ya

Audit

Sertifikat 

Halal

Penerbitan 

Label Halal

 
Gambar 1.1 Alur Penerbitan Sertifikasi Halal MUI 

(Sumber: LPPOM MUI, 2021) 

 

Berdasarkan data diatas dapat diperoleh beberapa informasi yakni sebagai 

berikut: 

1. Terdapat beberapa entitas yang terlibat langsung dalam proses pembuatan 

sertifikasi halal, yaitu pemohon atau pelaku usaha, pemerintah, penyelia 

halal atau auditor halal internal, Lembaga Jaminan Halal (LJH) berupa 

BPJPH dan MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berupa LPPOM dan 

lembaga terkait lainnya yang nanti akan melakukan audit ke lantai produksi 

tempat pelaku usaha membuat produknya. 

2. Prosedur pembuatan sertifikasi halal dimulai dari pemohon, yakni pelaku 

usaha yang kemudian bekerja sama dengan penyelia halal internal untuk 

mengurus dan mempersiapkan semua kebutuhan dokumen yang diperlukan, 

kemudian penyelia halal akan mengirimkan dokumen yang diperlukan 

kepada LJH, yakni BPJPH yang bertugas untuk menyeleksi dan melihat 

kelengkapan dokumen, apabila dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi 

semuanya, BPJPH akan menunjuk salah satu LPH yang ada di Indonesia 

saat ini, diantaranya LPPOM MUI, PT Sucofindo, PT Surveyor dan 
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Perguruan Tinggi, setelah dilakukan penunjukan, LPH terpilih akan 

melakukan audit ke lantai produksi tempat pelaku usaha membuat 

produknya, setelah dilakukan audit, LPH akan melaporkan hasil audit 

kepada LJH yang bertugas untuk melakukan sidang fatwa, yakni MUI, 

setelah dilakukan sidang, MUI akan menetapkan kehalalan produk tersebut 

dan melaporkan hasil sidang fatwa kepada BPJPH yang kemudian dari 

BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, apabila sidang fatwa MUI 

menyatakan halal pada produk pelaku usaha yang bersangkutan. 

3. Strategi awal yang diperlukan untuk menjalankan proses pembuatan 

sertifikasi halal agar lebih efektif, efisien, dan tepat waktu yakni dengan 

mempermudah segala perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha dan 

segera mungkin dibentuknya lembaga jaminan halal di daerah-daerah, agar 

pelaku usaha dapat lebih menghemat waktu dalam melakukan pembuatan 

sertifikat halal. 

Tabel 1.1 Daftar Produk Halal Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020 

 
(Sumber: LPPOM MUI RIAU, 2021) 

Data diatas menunjukkan bahwasanya masih banyak produk dari pelaku 

usaha UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal jika dibandingkan dengan 

jumlah UMKM yang ada di Pekanbaru yaitu sebanyak 15.126 pelaku usaha, hal ini 

mengakibatkan konsumen muslim sulit dalam membedakan produk mana yang 

halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak 
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halal. Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah (value 

proposition) tidak hanya dari segi kesehatan melainkan juga pada nilai ekonomi. 

Berikut merupakan rantai pasok halal dalam upaya penguatan kelembagaan 

sertifikasi halal. 

Source

Pemasok

Manufacture

UMKM

Distributor

Toko Retail

Customer

Pelanggan

Plan

Lembaga Pemeriksa Halal

Gambar 1.2 Rantai Pasok Halal 
(Sumber : Data Sekunder, 2021) 

 

 Alternatif strategi dipilih berdsarkan hasil observasi awal, berupa focus 

group discussion dan brainstorming kepada pihak LPH, didapatkan 3 strategi 

alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, 

diantaranya strategi pihak pemerintah, pihak swasta, dan kolaborasi. Alternatif 

strategi ini peneliti pilih, dikarenakan ketiga alternatif tersebut mempunyai 

kapabilitas untuk menjadi halal certification agency yang dapat mengatur proses 

rantai pasok halal yang berlaku di Indonesia. Adapun LPH pada pihak pemerintah 

yang dimaksud yaitu LPPOM. Pada strategi alternatif kedua, yaitu pihak swasta 

ialah PT. Surveyor dan PT. Sucofindo, dan alternatif terakhir yakni kolaborasi, 

yaitu universitas yang dapat mengundang pihak swasta dan pemerintah untuk 

melakukan pelatihan kepada pihak universitas agar dapat menjadi LPH yang 

mampu mengaudit UMKM. 

Berdasarkan alur proses pembuatan sertifikasi diatas, dapat ditarik suatu 

permasalahan yaitu, “Apakah alur Halal Supply Chain (HSC) diatas telah 

memudahkan dan memperbanyak UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?”. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai 

faktor penguatan kelembagaan untuk rantai pasok halal dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif guna menemukan variabel yang mempengaruhi UMKM 

dalam melakukan sertifikasi halal serta menentukan strategi keputusan yang terbaik 
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untuk permasalahan yang ada, untuk memilih strategi dari permasalahan tesebut 

diperlukan sebuah metode pengambilan keputusan (Multiple Attribute Decision 

Making) dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat diambil rumusan 

masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Apa variabel yang mempengaruhi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal 

MUI? 

2. Apa alternatif strategi yang terbaik bagi kelembagaan sertifikasi halal dalam 

menyukseskan UUJPH? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi UMKM dalam melakukan 

sertifikasi. 

2. Menetukan faktor krusial dalam melakukan sertifikasi halal dari variabel yang 

terpilih. 

3. Memberikan usulan perbaikan yang baik kepada instansi agar dapat mengatasi 

permasalahan pada UMKM. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Dapat mengidentifikasi serta menetukan faktor krusial dari variabel yang 

ditemukan bagi UMKM dalam melakukan sertifikasi 

2. Dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan bagi instansi agar dapat 

mengatasi permasalahan pada UMKM. 

3. Dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. 
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1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah berguna untuk memberi batasan (boundary) terhadap 

permasalahan yang dikaji agar pembahasan lebih fokus dan terarah, maka Batasan 

pada penelitian ini ialah sebagai berikut:  

1. Penelitian berfokus pada menentukan faktor penguatan kelembagaan sertifikasi 

halal. 

2. Objek penelitian yaitu UMKM sektor makanan dan minuman yang telah 

mendapatkan sertifikat halal, serta berlokasi di Pekanbaru dan sekitarnya 

3. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, dimana sampel yang dipilih yaitu berdasarkan kriteria 

khusus dan banyaknya sampel ditentukan oleh peniliti. 

4. Alternatif strategi pengambilan keputusan menggunakan metode AHP 

ditentukan oleh peneliti, yaitu pihak pemerintah, pihak swasta, dan kolaborasi. 

5. Penelitian menggunakan mixed method (kualitatif dan kuantitatif) dengan 

mengkombinasikan pendekatan multiple case study, literature review, dan AHP 

 

1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai hambatan dan pendorong sertifikasi halal sudah pernah 

diteliti sebelumnya, maka dari itu untuk menghindari terjadinya penyimpangan 

perlu dilakukan posisi penelitian. Berikut merupakan tabel dari posisi penelitian: 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Judul Permasalahan  Metode Hasil 

1 

Analisis Faktor 

Kendala dalam 

Pengajuan 

Sertifikat Halal 

(Studi Kasus: 

Pelaku Usaha 

Mikro, Kecil 

dan Menengah 

Makanan Beku 

diJabodetabek) 

Banyak pelaku UMKM 

makanan beku 

Jabodetabek yang tidak 

bisa mengajukan 

sertifikat halal dan 

dapat mengakibatkan 

bisnis produk makanan 

beku halal di Indonesia 

sulit berkembang serta 

berpotensi 

menimbulkan   konflik. 

FGD, AHP 

(Analytical 

Hierarchy 

Process), 

Deskripsi 

Kualitatif 

Izin edar MD merupakan 

faktor  kendala  bagi   para  

UMKM  makanan  beku  

mengajukan  sertifikat  halal. 

Strategi yang dapat 

direkomendasikan  adalah 

pembinaan  UMKM 

berproduksi yang baik secara 

intens dan birokrasi 

pengurusan MD dipermudah 

dan dipercepat. 

(Sumber: Data Sekunder, 2021) 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Judul Permasalahan  Metode Hasil 

2 

Pemahaman 

Usaha Mikro, 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) di 

Jatinangor 

Terhadap 

Kewajiban 

Sertifikasi 

Halal Pada 

Produk 

Makanan 

Bagaimana 

pemahaman para 

pelaku UMKM 

produk makanan di 

Jatinangor terhadap 

ketentuan dan proses 

sertifikasi halal di 

Indonesia saat ini. 

Simple 

regression, 

Wawancara 

Pemahaman para pelaku bisnis 

makanan dan minuman di 

Jatinangor masih tergolong 

rendah. Hal itu ditunjukan 

dengan jumlah mayoritas 

produk makanan yang 

dihasilkan oleh UMKM di 

Jatinangor masih belum teruji 

kehalalannya secara resmi. 

3 

An Application 

of Analytic 

Hierarchy 

Process (AHP) 

for Sustainable 

Procurement of 

Construction 

Equipment: 

Multicriteria-

Based Decision 

Framework for 

Malaysia 

Perusahaan industri 

konstruksi sering 

mengalami hambatan 

dalam meningkatkan 

kinerja lingkungan 

dalam proyek 

konstruksi, terutama 

dalam pengadaan. 

Oleh karena itu 

gagasan  pengadaan 

ramah lingkungan 

atau berkelanjutan 

perlu dilakukan. 

Analytic 

Hierarchy 

Process 

(AHP) 

Framework 

Life cycle cost merupakan 

faktor keputusan penting dalam 

pemilihan peralatan 

pemindahan tanah yang 

berkelanjutan dan memiliki 

persentase bobot 38,5%. Faktor 

ini juga memiliki nilai vektor 

prioritas tertinggi, yang 

menunjukkan bahwa 

pengambil keputusan telah 

menganggapnya secara 

signifikan lebih penting 

4 

Mitigasi Risiko 

Food Safety 

dan Halal Pada 

Rantai Pasok 

Kerupuk Ikan  

dengan 

FMECA dan 

AHP 

Data WHO 

menyebutkan, bahwa 

penyakit manusia 

90% berasal dari 

makanan yang 

terkontaminasi 

mikrobiologi  seperti 

bakteri, protozoa, dan 

virus dapat 

menyebabkan 

penyakit tifus, disentri 

ataupun keracunan 

makanan 

FMECA 

dan AHP 

Hasil pengukuran kegiatan 

yang berisiko dengan FMECA 

menunjukkan kegiatan yang 

sangat kritis yaitu, pengelolaan  

sistem  penggilingan (0.605), 

SDM  perusahaan  dengan 

(0.444), dan kaidah  

penyimpanan  kerupuk  ikan 

(0.444). untuk hasil 

pembobotan dengan 

menggunakan metode AHP 

dengan indikator bobot total 

tertinggi  

menunjukkan  bahwa  tindakan  

mitigasi  dengan  nilai  

pembobotan  sebesar  0.3072  

yang  dilakukan  pada  ketiga  

nilai paling  kritis 

5 

Kenaikan 

Omzet UMKM 

Makanan dan 

Minuman di 

Kota Bogor 

Pasca 

Sertifikasi 

Halal 

Bagaimana sertifikasi 

halal mempengaruhi 

omzet UMKM di kota 

Bogor 

Wawancara, 

Analisis 

Deskriptif, 

Ordinary 

Least 

Square dan 

Paired 

Sample t-

test  

Faktor yang memengaruhi 

peningkatan perolehan omzet 

UMKM setelah memiliki 

sertifikat halal adalah modal, 

jam kerja, lama usaha, dan 

promosi, faktor diatas 

berpengaruh positif terhadap 

omzet setelah memiliki 

sertifikat halal 

(Sumber: Data Sekunder, 2021) 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Judul Permasalahan  Metode Hasil 

6 

Penguatan 

Kelembagaan 

Sertifikasi 

Halal 

Apakah alur Halal 

Supply Chain (HSC) 

yang ada saat ini telah 

memudahkan dan 

memperbanyak 

UMKM dalam 

mendapatkan 

sertifikasi halal? 

FGD, Open 

ended 

questionare, 

Thematic 

analysis, 

AHP 

Terdapat beberapa indikator 

yang mempengaruhi UMKM 

dalam melakukan sertifikasi 

halal diantaranya, indikator 

barrier, driver, organizational, 

dan environmental. 

(Sumber: Data Sekunder, 2021) 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penggunaan sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dan berguna sebagai 

landasan teori dalam pembuatan laporan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai langkah-langkah atau metode yang digunakan 

dalam penyelesaian laporan yang berisi mengenai studi literatur, 

identifikasi masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menyajikan data hasil pengumpulan dan dilakuakn pengolahan 

data dengan menggunakan metode yang digunakan guna menyelesaikan 

studi kasus yang ada. 

BAB V ANALISA  

 Bab ini berisi mengenai hasil analisa atau sebab akibat dari pengolahan 

data yang telah dilakukan 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan yang telah 

ditetapkan dan saran yang diberikan peneliti untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya. 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
2.1 Konsep Halal 

Halal menurut ensiklopedia hukum Islam ialah segala sesuatu yang 

menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Pangan halal 

merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan 

baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga 

pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa menimbulkan dosa. 

Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT (Gunawan, dkk., 2020) 

Pada dasarnya, agama Islam menghalalkan semua jenis minuman dan 

makanan yang baik dan bergizi (Al-Thayyibat) dan mengharamkan semua jenis 

minuman dan makanan yang menjijikkan (Al-Khaba’its). Penjelasan tersebut 

kemudian diperinci lagi oleh Allah SWT dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah [2] : 

173. 

مََ إِنَّمَا ِهَ لِغَيۡرَِ بِهۦِ أهُِلََّ وَمَا َ ٱلۡخِنزِيرَِ وَلَحۡمََ وَٱلدَّمََ ٱلۡمَيۡتةَََ عَلَيۡكُمَُ حَرَّ  فمََنَِ ٱللَّ

ََ إِنََّ عَلَيۡهَِ  إِثۡمََ فَلََ  عَادَ  وَلََ بَاغَ  غَيۡرََ ٱضۡطُرََّ حِيمَ  غَفوُر َ ٱللَّ ١٧٣ رَّ  

 

Artinya:”sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain 

Allah. Tetapi brang siapa didalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia 

tidak menginginkannya dan tidak (pula) melapaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya.Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang”. (QS. AL-

Baqaroh :173) 

Melalui ayat diatas, Allah SWT secara tegas menjelaskan 4 (empat) jenis 

makanan yang haram untuk dikonsumsi yaitu bangkai, darah, daging babi, dan 

binatang yang disembelih selain atas nama Allah SWT. Sementara itu, terdapat 1 

(satu) jenis minuman yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu khamr seperti 

yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 90. Selain 

ayat yang telah disebutkan diatas, terdapat pula hadis nabi SAW yang 

menambahkan beberapa jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi, seperti 
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binatang yang hidup dua alam (laut dan darat), binatang buas yang bertaring, 

binatang yang berkuku tajam, potongan dari binatang yang masih hidup, dan 

sebagainya. 

 

2.2. Sertifikasi Halal 

Sertifikasi Halal ialah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia dan menyatakanَkehalalanَsuatuَprodukَsesuaiَdenganَsyari’atَ islam.َ

Sertifikat Halal MUI merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin 

pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang 

berwenang, yakni LPPOM MUI dan BPJPH. (Salamah dan Umami., 2020). 

Sertifikasi halal baik bagi produk makanan dan minuman ataupun barang 

pakai sangat diperlukan, hal ini dapat memberikan jaminan bagi masyarakat 

muslim. Selain memberikan jaminan atas suatu produk, sertifikat halal juga 

berguna untuk memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kepastian 

atas ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menggunakan dan 

mengkonsumsi produk. Sertifikasi halal juga berguna bagi unit usaha, yakni 

untuk daya saing diperdagangan internasional dengan menunjukkan kelebihan 

dari suatu produk (value proposition). Berikut merupakan label halal resmi yang 

diterbitkan dan diakui oleh LPPOM MUI. 

 
Gambar 2.1 Logo Halal MUI 
(Sumber: LPPOM MUI, 2021) 

 

2.2.1 Proses Sertifikasi  

Proses sertifikasi halal diawali dengan permohonan pengajuan sertifikasi 

halal oleh perusahaan. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus 

perusahaan resmi yeng telah mendapat izin usaha dari pemerintah. Adapun data 
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administrasi yang harus dilengkapi badan usaha ataupun perusahaan, meliputi 

(Faidah, 2017): 

1. Formulir permintaan sertifikat halal 

2. Daftar produk yang diajukan sertifikasi halal 

3. Formulir data badan usaha atau perusahaan 

4. Surat pernyataan bahan 

5. Surat pernyataan sertifikasi halal 

6. Surat pernyataan pengangkatan auditor halal internal 

7. Formulir Sistem Jaminan Halal 

Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk 

dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi. Setelah pemohon membayar bea 

pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan 

oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa 

MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, 

yakni fatwa halal (Faidah, 2017). 

Industri UKM

Auditor 

Halal 

Internal

Auditor 

Halal 

Internal

Pemohon

LPPOM
Komisi 

Fatwa

MUI

YaTidak

BPJPH

BPJPH

Kelengkapan 

Dokumen

Tidak

Penetapan 

LPH

Ya

Audit

Sertifikat 

Halal

Penerbitan 

Label Halal

Gambar 2.2 Proses Penerbitan Sertifikasi Halal 
(Sumber: LPPOM MUI, 2021) 

 

Sistem Jaminan Halal (SJH) pada badan usaha, baik skala kecil, besar dan 

menengah yang telah mendapat sertifikat halal di implementasikan dengan 

melakukan pengawasan terhadap produk. Dalam pelaksanannya ditetapkan 

pelaksana audit internal, Auditor internal bertanggungjawab dalam melakukan 

kontrol terhadap kehalalan produk dan melakukan pelaporan setiap enam bulan 

sekali terhadap jaminan halal proses produksi dan informasi bahan jika ada 

penambahan atau perubahan (Faidah, 2017). 
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2.3. Lembaga Sertifikasi Halal 

Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu 

produk, diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh 

lembaga terpercaya, yakni LPPOM MUI dan BPJPH (Akim, dkk., 2018). 

 

2.3.1. LPPOM MUI 

Sebagai ikhtiar dan implementasi atas langkah strategis melindungi 

konsumen dari berbagai peredaran produk pangan yang mengandung bahan-

bahan non halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat sebuah Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) melalui SK No. 

018/MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989/26 Jumadil Awal 1409 H, lembaga ini 

beranggotakan unsur ulama dan ilmuwan yang berkompeten dan sejumlah ahli 

bidang pangan, kimia, biokimia, fikih Islam dan lain-lain. LPPOM MUI semula 

dimaksudkan sebagai respon atas peredaran bahan pangan tertentu yang berasal 

dariَbabi.َIsuَ“lemakَbabi”َiniَmenyulutَgelombangَprotesَyangَcukupَbesarَdariَ

kalangan umat Islam, maka dari itu LPPOM MUI didirikan agar dapat 

memberikan rasa tentram dan ketenangan batin pada umat tentang produk yang 

dikonsumsinya (Hidayat dan Siradj, 2015). 

 

2.3.2. BPJPH 

Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabatkan melalui proses 

sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi halal bersifat voluntary (sukarela), dalam 

UUJPH menjadi mandatory (keharusan). Sebagai tindak lanjut dari UUJPH, 

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 

tentang Kementerian Agama yang di dalamnya menegaskan kedudukan Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peran Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan pengawasan terhadap produk 

pangan olahan kemasan memiliki fungsi sebagai penyelenggara jaminan produk 

halal yang mempunyai wewenang sebagai berikut (Nurcahyo, 2018): 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal 

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal 

3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk 
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4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; 

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal 

6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) 

7. Melakukan registrasi Auditor Halal 

8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, dan 

9. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang 

penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

 

2.4. Tematik Analisis 

Tematik analisis (Thematic analysis) adalah salah satu cara dalam 

menganalisa data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan 

tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Cara ini merupakan 

metode yang sangat efektif apabila sebuah penelitian bermaksud untuk mengupas 

secara rinci data-data kualitatif yang mereka miliki guna menemukan keterkaitan 

pola-pola dalam sebuah fenomena dan menjelaskan sejauhmana sebuah 

fenomena terjadi melalui kacamata peneliti. 

Dalam melakukan analisa data menggunakan metode tematik analisis, 

kurang lebih sama dengan teknik analisa kualitatif yang lain, seperti tahapan 

paling awal yang dilakukan, yaitu memahami data yang telah diperoleh. Dalam 

thematic analysis penelitiَ perluَ untukَ meluangkanَ waktunyaَ untukَ ‘mengenalَ

lebihَdekat’َdataَyangَmereka telah peroleh sebelum melakukan tahapan-tahapan 

berikutnya. Untuk lebih rinci bagaimana teknis melakukan analisa data dengan 

menggunakan metode thematic analysis, berikut ini disampaikan tahapan-

tahapannya (Heriyanto, 2018). 

 

2.4.1. Memahami Data 

Pada tahap ini, peneliti perlu untuk memahami data kualitatif yang 

diperolehnya, dan tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk lebih memahami 

data selain membaca dan membaca kembali transkrip wawancara dan bahkan 

mendengarkan kembali rekaman wawancara atau menonton lagi rekaman video 

yang sudah dibuat selama proses pengumpulan data. Tujuan utama tahapan 

pertama ini adalah supaya peneliti mulai merasa memahami isi data yang ia 
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peroleh, dan mulai menemukan beberapa hal didalam data yang terkait dengan 

pertanyaan penelitiannya. 

 

2.4.2. Menyusun Kode 

Menyusun kode atau meng-coding bisa diibaratkan pustakawan yang 

sedang menentukan subyek dari judul buku. Kode dapat dibuat baik secara 

semantik, artinya menggambarkan secara langsung apa yang tampak dari data. 

Peneliti menuliskan kode sesuai dengan apa yang tampak di permukaan, metode 

pengkodean ini disebut juga sebagai in vivo code. Berikut merupakan contoh dari 

pengkodean dengan metode wawancara (Heriyanto, 2018). 

Tabel 2.1 Contoh transkrip dan kode 

Tabel Transkrip dan Pengkodean 

Transkrip Kode 

Int: Pernah mencari informasi lewat repository? 

 

Bob: Jarang sekali. Repository bagi saya hanyalah 

sebuah tempat untuk mencari informasi yang 

sebenarnya sudah pernah dipublikasikan ditempat 

lain. 

Motivasi untuk tidak 

menggunakan repository 

Int: Apakah anda pernah menerbitkan artikel 

secara open access? 

 

Bob: Alasan filosofis saja sebenarnya. Karena 

penelitian yang kami lakukan didanai 

menggunakan dana masyarakat jadi sudah 

seharusnya hasil penelitian kami terbuka buat 

siapa saja 

 

Bob: Selama memungkinkan saya akan memilih 

untuk menerbitkan tulisan saya di jurnal open 

access 

 

Bob: tetapi pada kenyataannya saya tidak selalu 

bisa menerbitkan di open access. Untuk tulisan 

yang terakhir, pembimbing saya meminta untuk 

menerbitkan dijurnal tertentu, dan itu bukan jurnal 

open access 

Motivasi menerbitkan open 

access 

Komitmen ke open access 

Hambatan dalam memilih 

jurnal open acccess 

(Sumber: Heriyanto, 2018) 

 

Kode harus ditulis sejelas mungkin, melalui kode ini peneliti dapat lebih 

paham akan makna dari setiap pernyataan partisipan. Tabel dibawah ini 

menunjukkan contoh bagaimana kode yang memiliki kemiripan dikelompokan 
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menjadi satu dan diberi nama sesuai dengan makna yang terkandung dalam kode. 

Kolom terakhir pada tabel menunjukkan deskripsi singkat masing-masing group. 

Tabel 2.2 Pengelompokan Kode 

Kelompok Kode Deskripsi 

Komitmen 

terhadap Open 

Access 

• Laporan penelitian harus bisa diakses 

secara terbuka 

• Dapat diakses oleh masyarakat umum 

• Menghilangkan hambatan dalam 

pendistribusian hasil penelitian 

• Manfaat open access bagi negara2 miskin 

• Merasa menyesal menerbitkan dijurnal 

non-open access 

Pernyataan 

partisipan yang 

komitmen untuk 

selalu 

menerbitkan open 

access sebagai 

bentuk tanggung 

jawabnya kepada 

masyarakat luas 

Mendefinisikan 

Open Access 

• Free publications 

• Berbagai macam dan jenis open access 

Siap didownload 

• Mudah dalam hal akses 

• Free scientific publication 

Pemahaman para 

partisipan 

mengenai apa itu 

open access 

(Sumber: Heriyanto, 2018) 

 

2.4.3. Mencari Tema 

Pada tahap ini peneliti mulai berpindah perhatian dari yang semula 

mencari kode sekarang berganti menjadi mencari tema, tema ini menggambarkan 

pola dari fenomena yang diteliti. Langkah pertama dalam menentukan tema 

adalah dengan menentukan tema tentatif terlebih dahulu. Tema tentatif 

ditentukan berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap kode dan kelompok 

yang memiliki kesamaan ataupun perbedaan makna. Kelompok-kelompok yang 

memiliki kesamaan makna dikumpulkan menjadi satu kelompok menjadi tema 

tentative (Heriyanto, 2018) 

 

2.5. Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model 

SCOR (Supply Chain Operation Reference) merupakan suatu model 

konseptual yang dikembangkan oleh Supply Chain Council (SCC), sebuah 

organisasi non-profit independent, sebagai standar antar industri (cross industry). 

Tujuan dari standarisasi yang dilakukan SCC adalah untuk memudahkan 

pemahaman rantai pasok sebagai suatu langkah awal dalam rangka memperoleh 

suatu manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien dalam menopang strategi 

perusahaan. SCOR Model mempunyai kerangka yang menggabungkan antara 
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proses bisnis rantai pasok, pengukuran kinerja berdasarkan best practice ke 

dalam suatu struktur yang terintegrasi sehingga proses komunikasi antar pelaku 

rantai pasok dan aktivitas manajemen rantai pasok dapat berjalan secara optimal 

(Hidayat dan Azmiyati, 2016) 

 
Gambar 2.3 Framework SCOR Model 

(Sumber: Ntabe, dkk., 2014) 

 

Dalam penerapannya, sistem supply chain management memiliki 

beberapa komponen dasar yang harus dipenuhi sebelum sistem tersebut dapat 

berjalan (Hidayat dan Azmiyati, 2016). 

1. Plan 

Merupakan proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan secara 

menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan kebutuhan pengiriman, 

produksi dan pasokan secara optimal. Plan mencakup proses menaksir 

kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, 

perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas dan 

melakukan penyesuaian supply chain plan dengan financial plan. 

2. Source 

Merupakan proses pembelian barang dan jasa yang bertujuan untuk 

memenuhi permintaan aktual atau yang direncanakan. Jadi proses bisa 

bergantung pada apakah barang yang dibeli termasuk stocked, make to 

order, atau engineer-to-order products 

3. Make 

Merupakan proses transformasi material menjadi produk akhir untuk 

memenuhi permintaan aktual yang direncanakan. Kegiatan make atau 
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produksi dapat dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok 

(make-tostock), atas dasar pesanan (make-to-order), atau engineer-to-order. 

Proses yang terlibat disini adalah pejadwalan produksi, melakukan kegiatan 

produksi dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah 

jadi, memelihara fasilitas produksi, dll 

4. Deliver 

Merupakan proses-proses penyediaan produk jadi/jasa untuk memenuhi 

permintaan aktual ataupun yang direncanakan, mencakup manajemen 

pemesanan, manajemen transportasi, dan juga distribusi. Proses yang terlibat 

diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan 

jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi dan 

mengirim tagihan ke pelanggan 

5. Return 

Merupakan proses-proses yang diasosiakan dengan pengembalian dan 

penerimaan produk dengan kategori pengembalian produk. Proses ini 

diperluas hingga kelayanan setelah pengiriman produk kepada konsumen. 

 

2.6. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup 

dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. Dalam penerapannya, teknik 

pengambilan sampel dapat terbagi menjadi beberapa cara, yaitu (Riduwan, 

2004): 

1. Probability sampling, merupakan teknik sampling untuk memberikan 

peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. 

2. Non-probability sampling, ialah teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota 
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sampel. 

Teknik 

Sampling

Probability 

Sampling

Non 

Probability 

Sampling

1. Simple random sampling

2. Proportionate stratified random sampling

3. Disroportionate stratified random sampling

4. Area sampling 

1. Sampling sistematis

2. Sampling kuota

3. Sampling aksidental

4. Purposive sampling

5. Sampling jenuh

6. Snowball sampling

Gambar 2.4 Teknik Sampling 
(Sumber: Riduwan, 2004) 

 

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dianggap sebagai metode MCDM 

(Multi Criteria Decision Making) yang paling efektif dan umum digunakan 

dalam berbagai studi dan telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah di 

berbagai sektor seperti pendidikan, industri, dan teknik. AHP merupakan metode 

untuk mengevaluasi fungsi subjektif dan objektif dalam pengambilan keputusan 

multikriteria dan membantu pengguna untuk mencapai solusi yang sesuai. 

Metode ini memiliki fungsi untuk membantu para pengambil keputusan untuk 

memperoleh penilaian terbaik dan optimal untuk masalah mereka daripada untuk 

mendapatkanَ jawabanَ yangَ “benar”. Dalam perumusan model AHP terdapat 

beberapa langkah, yaitu (Waris, et al., 2019): 

1. Konstruksi hierarki, tahapan ini dianggap sebagai langkah penting dari AHP 

dan tidak ada pendekatan khusus untuk membuatnya. konstruksi hierarki 

merupakan proses top-down yang terdiri dari beberapa tingkatan. 

Pembentukan hierarki AHP biasanya dimulai dari tujuan tingkat yang lebih 

tinggi (main goals) dan dibagi lagi menjadi faktor keputusan tingkat yang 

lebih rendah, dimulai dari Level 1 sebagai tujuan atau sasaran, kriteria utama 

terkait sebagai Level 2, subkriteria sebagai Level 3, dan Level 4 dari hierarki 

berisi pilihan alternatif. 
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Berikut merupakan contoh penyusunan hierarki dengan menggunakan 

metode AHP. 

 
Gambar 2.5 Kerangka Model AHP 

(Sumber: Waris, et al., 2019) 

2. Perbandingan berpasangan, pada tahapan ini digunakan skala sembilan poin, 

seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah, skala ini berguna untuk 

mengukur kepentingan relatif item, tidak ada pilihan "benar" atau "salah" 

ketika membandingkan item. Namun demikian, ini adalah pilihan preferensi 

antara dua item pada skala angka. 

Tabel 2.3 Skala Intensitas Kepentingan 

Intensitas Kepentingan Definisi 

1 Sama penting 

3 Sedikit lebih penting 

5 Lebih penting 

7 Sangat penting 

9 Mutlak lebih penting 

2,4,6,8 
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang 

berdampingan 

Kebalikan 

Jika elemen i memiliki salah satu angka diatas 

ketika dibandingkan elemen j, maka j memiliki 

kebalikannya ketika dibandingkan elemen i 
(Sumber: Saaty, 2008) 
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Penilaian berpasangan dicatat dalam matriks keputusan. Representasi aljabar 

dari matriks perbandingan ditunjukkan pada persamaan di bawah ini: 

[

𝑎11 𝑎11 … 𝑎11

𝑎11 𝑎11 … 𝑎11

⋮ ⋮ … ⋮
𝑎11 𝑎11 … 𝑎11

]         (2.1) 

matriks "A" di atas mewakili penilaian atau kepentingan relatif dari alternatif 

sebagai matriks n x n, di mana "n" adalah jumlah item yang dievaluasi. entri 

matriks "A," yaitu, aij adalah penilaian relatif antara dua alternatif i dan j 

sedemikian rupa sehingga baris ke-i sesuai dengan kolom ke-j dari "A." 

Persamaan menunjukkan karakteristik sebagai. 

𝑎𝑖𝑗  =َ1َ≈َi = j,  

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
    

dimana aij juga dapat ditulis sebagai. 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
            (2.2) 

dimana 𝑤𝑖 menunjukkan bobot relatif dari alternatif i 

3. Turunan bobot relatif, langkah ini membutuhkan perhitungan bobot relatif 

untuk setiap kriteria dan subkriteria hierarki keputusan, metode vektor eigen 

dan logaritma biasanya digunakan untuk menurunkan bobot relatif. Dalam 

metode ini, bobot elemen keputusan yang sesuai ditentukan dengan 

membandingkan nilai eigen yang dinormalisasi dengan nilai eigen utama. 

Sesuai persamaan diatas, matriksَ “A”َ dalamَ persamaanَ (2.1) dapat 

direpresentasikan sebagai. 

 

   

 

tujuanَpersamaanَdiatasَyaituَuntukَmenemukanَnilaiَeigenَ“w”, 

𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, … . , 𝑤𝑛)         (2.3) 

dimanaَ “w”َ adalahَ eigenvectorَ danَ matriksَ kolom. Geometrik mean 

dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menghasilkan vektor eigen. 

Geometric mean dihitung dengan mengalikan setiap baris dari matriks di 

atas. Karenaَadaَ“n”َjumlahَentri,َambilَakarَke-n dari perkalian. Terakhir, 

C A1 A2 A3 An 

A1 𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 𝑤1/𝑤3 𝑤1/𝑤𝑛 

A2 𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2 𝑤2/𝑤3 𝑤2/𝑤𝑛 

An 𝑤𝑛/𝑤1 𝑤𝑛/𝑤2 𝑤𝑛/𝑤3 𝑤𝑛/𝑤𝑛 
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akar yang dinormalisasi diperoleh dengan menurunkan total dan kemudian 

membaginya dengan hasil total. 

4. Memeriksa consistency ratio (CR), tahapan ini berguna untuk mengamai 

konsistensi dan inkonsistensi dari matriks keputusan. Biasanya, pemeriksaan 

konsistensi kardinal dan ordinal dipertimbangkan untuk perbandingan 

berpasangan. Konsistensi ordinal mensyaratkan bahwa jika a lebih besar dari 

b dan b lebih besar dari c, maka a harus lebih besar dari c. Untuk 

menghitung rasio konsistensi, indeks dirumuskan untuk mengukur 

konsistensi bobot. Dalam hal ini, kisaran CR yang dapat diterima harus sama 

dengan atau kurang dari 0.10 (CRَ≤َ0.10). 

CR=
CI

RC
           (2.4) 

Tabel 2.4 Nilai Random Consistency (RC) 

N 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
(Sumber: Tominanto, 2012) 

 

5. Hasil sintesis, tahapan ini dimulai dari penjumlahan nilai relatif untuk setiap 

set alternatif pada semua tingkat hierarki. nilai-nilai ini digabungkan 

bersama untuk menetapkan skor keseluruhan atau bobot kriteria dari setiap 

alternatif. Sebagai hasilnya, vektor prioritas lokal yang dinormalisasi 

diperoleh karena fungsi tambahan ini, lalu, prioritas akhir disintesis dengan 

menggabungkan produk dari vektor prioritas lokal dan bobot relatif dari 

masing-masing alternatif. Proses agregasi dimulai dari tingkat terbawah dari 

hierarki dan berlanjut ke atas menuju tingkat tertinggi. Penting untuk 

diketahui bahwa penjumlahan semua bobot alternatif dan kepentingannya 

yang sesuai adalah sama dengan 1.00. persamaan berikut menunjukkan 

formulasi aritmatika yang disederhanakan untuk agregasi bobot kriteria pada 

tingkat hierarki yang berbeda: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =

∑[(𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑤. 𝑟. 𝑡 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) 𝑥 (𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)]  (2.5) 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan yang menjelaskan tentang 

langkah-langkah yang akan dilewati dalan melakukan penelitian. Adapun tahapan 

yang dilakukan dapat dilihat pada flowchart berikut : 

Survei Pendahuluan

Mulai

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data

Data Primer:                                      

1. Data Wawancara Responden                  

2. Focus Group Discussion

3. Penyebaran Kuesioner

     

Data Sekunder:

1. Profil Instansi

2. Rekapitulasi Jumlah UMKM Telah Sertifikasi

3. Profil Responden

A

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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A

Identifikasi Variabel Penguatan 

Kelembagaan Sertifikasi Halal

Pengolahan Data

Perhitungan AHP

Menyusun struktur hierarki

Perbandingan berpasangan 

antar item pada setiap level

Menghitung CR

CR       

Pembobotan keseluruhan 

alternatif

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Ya

Tidak

Asumsi Strategi

Interpretasi data FGD

Mengelompokkan asumsi 

strategi berdasarkan item

Visualisasi asumsi strategi 

dalam grafik

Pengisian kuesioner SAST

 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian (Lanjutan) 
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3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan merupakan kegiatan yang dilakukan guna mencari 

permasalahan yang sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh instansi yang 

memerlukan penanganan dan perbaikan untuk kemudian dijadikan tema 

penelitian. Pada tahap ini, dilakukan wawancara yang bersifat semi-structured 

pada pihak instansi dengan metode open-ended dan dilakukan juga focus group 

discussion pada auditor LPPOM MUI RIAU. Diskusi ini dilakukan guna 

memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan hambatan dan 

pendorong UMKM dalam sertifikasi halal. Dari hasil survei pendahuluan, 

diketahui beberapa permasalahan yang terjadi pada UMKM seperti kurangnya 

informasi mengenai sertifikasi halal, birokrasi perizinan yang sulit serta 

keterbatasan biaya untuk sertifikasi.  

 

3.2 Studi Literatur 

Studi literature merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan 

dalam sebuah penelitian yang berguna untuk menambah referensi mengenai objek 

permasalahan yang diteliti serta dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Studi 

literatur juga berguna untuk memperoleh informasi pendukung yang diperlukan 

sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian, yakni dengan mempelajari 

beberapa jurnal, referensi, dan semua pelajaran yang berkaitan dengan penelitian, 

yaitu mengenai UMKM, hambatan dan kendala sertifikasi, serta peraturan 

mengenai UUJPH. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Dalam sebuah penelitian, identifikasi masalah merupakan hal yang harus 

dilakukan agar peneliti mengetahui apa sesungguhnya masalah yang dihadapi 

serta memberikan solusi terhadap pokok permasalahan tersebut. Pada penelitian 

ini, pokok permasalahan yang dapat di identifikasi yaitu sedikitnya jumlah 

UMKM makanan dan minuman yang telah mendapatkan sertifikasi, sehingga 

perlu dilakukan identifikasi mengenai hambatan dan kendala serta pendorong 

UMKM dalam melakukan sertifikasi. Proses identifikasi masalah dilakukan 
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dengan cara melakukan diskusi sekaligus wawancara langsung kepada UMKM 

dan auditor LPPOM MUI. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

Tahap ini berisi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, 

kemudian dirumuskan untuk memperjelas mengenai masalah yang akan diteliti 

dan agar penelitian menjadi lebih terarah serta mencari solusi permasalahan 

tersebut melalui penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini masalah yang 

diteliti yaitu, apa strategi yang terbaik bagi kelembagaan sertifikasi dalam upaya 

meningkatkan jumlah sertifikasi halal?. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Penetapan tujuan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan agar hasil akhir 

dari penelitian lebih terarah dan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menentukan strategi yang 

terbaik bagi kelembagaan sertifikasi berdasarkan variabel yang telah 

teridentifikasi melalui metode AHP. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian data digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

memecahkan pokok permasalahan. Data yang digunakan harus akurat sehingga 

dapat menghasilkan informasi yang jelas. Adapun data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung melalui instansi 

yang sedang diteliti dengan melakukan focus group discussion yang 

dihadiri oleh auditor halal LPPOM MUI RIAU selaku expert dibidangnya 

dan praktisi (pelaku usaha) dengan cara dilakukan pemaparan hasil 

literature review dan dilakukan diskusi secara terbuka serta wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan dengan metode 

semi-structured dengan pertanyaan terbuka (open-ended) seperti 

bagaimana, apa, kapan, dimana, dan mengapa digunakan dalam penelitian 
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ini, yang mana dengan metode ini nantinya akan memberikan respons atau 

jawaban yang bersifat bebas dan terbuka sehingga dapat memperluas teori 

dan konsep mengenai permasalahan yang sedang diteliti serta dilakukan 

penyebaran kuesioner AHP yang dibuat berdasarkan struktur hierarki 

setiap variabel yang telah diidentifikasi dengan teknik purposive sampling 

untuk menentukan karakteristik responden yang akan dipilih. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui literatur atau referensi yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang di teliti, dan juga data diperoleh dengan cara 

menelusuri dokumen yang ada pada instansi, seperti profil LPPOM MUI 

RIAU, rekapitulasi jumlah UMKM yang telah melakukan sertifikasi di 

LPPOM MUI RIAU, dan profil responden 

 

3.7 Pengolahan Data 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya  data tersebut diolah 

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dengan melakukan literature review atau 

tinjauan pustaka penelitian terdahulu guna mendapatkan gambaran mengenai 

kendala dan pendorong UMKM dalam sertifikasi halal dan juga dilakukan 

wawancara kepada pihak yang terkait.  
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Berikut merupakan tahapan pengolahan data dalam penelitian ini. 

Tinjauan Literatur

• Identifikasi variabel yang mempengaruhi UMKM melalui penelitian sebelumnya dalam mengajukan sertifikasi halal yang 

mencakup 11 indikator barriers, 10 indikator drivers, 5 indikator organizational dan 5 indikator environment

• Mengelompokkan studi literatur berdasarkan variabel yang telah diidentfikasi.

Lampiran Pertanyaan

• Membuat lampiran pertanyaan (open-ended question) berdasarkan variabel yang telah diidentifikasi

• Membuat lampiran pertanyaan kuesioner AHP berdasarkan variabel yang telah didentifikasi

Wawancara

Dilakukan validasi variabel yang telah diidentifikasi dengan lampiran wawancara open-ended question dan focus group discussion 

kepada narasumber, yakni para ahli (auditor dan akademisi) dan pelaku usaha, hasil validasi berupa rekaman wawancara

Interpretasi Data

• Berdasarkan data hasil wawancara (recording), kemudian dibuat transkrip dan dilakukan interpretasi data 

• Interpretasi data hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan metode tematik analisis yang kemudian akan dibuat sebuah 

pengkodean in vivo coding, melalui in vivo coding, akan dibuat sebuah keyword atau inti dari pernyataan setiap responden.

• Kemudian dilakukan pengelompokan keyword berdasarkan hambatan dan pendorong yang telah diidentifikasi pada tinjauan 

literatur sebelumnya

• Membuat deskripsi singkat mengenai keyword hambatan dan pendorong yang telah diidentifikasi.

Merancang Kerangka SCOR Model

Kerangka SCOR model dapat dibuat dengan mengidentifikasi pelaku atau stakeholder dengan beberapa komponen dasar, seperti 

plan, source, make, deliver, dan return

Perhitungan AHP

• Menyusun struktur hierarki berdasarkan variabel yang telah diidentifikasi yang terdiri dari main criteria, sub criteria, dan 

alternative (Barrier, Driver, Organizational, and Environmental)

• Menentukan prioritas elemen dengan melakukan melakukan penyebaran kuesioner AHP yang berisi perbandingan berpasangan 

antar elemen menggunakan skala intensitas kepentingan (1-9) dan menentukan bobot penilaian berkelompok menggunakan rata-

rata geometrik.

• Mengkalkulasi nilai setiap level matriks dengan menghitung bobot parsial  dari setiap kolom matriks dengan membagi jumlah 

nilai pada setiap baris dan banyak kolom setiap baris 

• Melakukan perhitungan konsistensi matriks (CR) untuk mengetahui apakah jawaban responden sudah konsisten (CR        

berikut perhitungan consistency ratio setiap level.

     1. Mengalikan matriks perhitungan rata-rata pembobotan dengan vektor bobot tiap baris

     2. Menghitung konsistensi vektor dengan membagi setiap nilai rasio konsistensi dengan bobot baris

     3. Menghitung rata-rata entri (Eigen Value) dengan membagi jumlah total konsistensi vektor dan

         banyaknya jumlah konsistensi vektor (n)

     4. Menghitung consistency index (CI) dengan membagi (eigen value – n) dan (n-1)

     5. Menghitung konsistensi rasio dengan membandingkan Consistency Index dan Random Index

• Menghitung bobot total keseluruhan dengan mengalikan keseluruhan bobot parsial pada setiap level matriks

• Melakukan perangkingan setiap bobot berdasarkan bobot total keseluruhan

Usulan Perbaikan

Berdasarkan hasil pengolahan data, selanjutnya akan dibuat berupa usulan perbaikan dan strategi bagi instansi dan pelaku usaha agar 

dapat mempermudah dalam mensertifikasi produknya.

Gambar 3.3 Tahap Pengolahan Data 
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Gambar 3.4 Struktur Hierarki Faktor Penguatan Rantai Pasok Halal 

 

3.8 Analisa 

Pada tahapan ini, data dianalisa berdasarkan hasil pemaparan pengolahan 

data, yaitu pengolahan dari identifikasi dan perhitungan AHP dari hambatan dan 

pendorong UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Bagian akhir dari penelitian ini yaitu penarikan suatu kesimpulan. 

Kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan yang ada pada permasalahan yang 

telah dijabarkan, serta memberikan saran yang berguna untuk penelitian 

selanjutnya.  

 



 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil literature review didapati 4 variabel utama dalam 

penelitian ini, yaitu barrier, driver, organizational, dan environmental. 

Variabel barrier memiliki 11 item subkriteria, variabel driver memiliki 10 

item subkriteria, variabel oragnizational memilki 5 item subkriteria, dan 

variabel environmental memiliki 5 item subkriteria. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan pembobotan keseluruhan matriks, didapati 

main criteria organizational sebagai variabel yang patut dipertimbangkan, 

dengan persentase pembobotan sebesar 38.5% dan dilanjutakan dengan 

subkriteria variabel organizational yang mempunyai pembobotan paling 

besar, sebesar 28.8% dengan nama faktor “kemampuan manajemen 

operasi dalam mengadopsi layanan halal” atau kode item “O4”. 

3. Dengan mempertimbangkan hasil pembobotan keseluruhan alternatif, 

didapati alternatif “A” atau pihak pemerintah yang direpresentasikan oleh 

LPPOM sebagai strategi penguatan kelembagaan untuk rantai pasok halal 

dengan persentase bobot sebesar 42.3%. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ialah 

sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan software pada 

proses pengolahan data untuk mencari pembobotan suatu matriks agar 

hasil yang didapatkan lebih akurat dari perhitungan manual, serta 

disarankan agar lebih mengeksplorasi hubungan antara semua aktor yang 

terlibat dalam rantai pasokan halal, sehingga dapat diperoleh lebih banyak 

indikator dalam strategi penguatan kelembagaan rantai pasok halal 

2. Diharapkan kepada pihak pemerintah melalui penelitian ini untuk 

mempertimbangkan usulan strategi yang diberikan agar dapat 

meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
 

Perkenalan 

• Perkenalkan diri: Siapa saya? Untuk apa wawancara ini? 

• Jelaskan tujuan dari proyek penelitian dan wawancara: dengan wawancara ini 

kami berharap dapat mengetahui hambatan atau kendala dan kebutuhan 

UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. 

• Ucapkan terima kasih kepada orang yang diwawancarai atas waktunya. 

• Jelaskan bagaimana data akan ditangani dan dipublikasikan. Berikan opsi 

untuk memilih ‘tidak direkam’ (ditranskripsikan) atau ‘rekam’ dan 

pemeriksaan transkrip serta laporan akhir oleh orang yang diwawancarai. 

Minta izin untuk mempublikasikan nama mereka di laporan akhir. 

Pertanyaan Umum 

• Dengan siapa saya berbicara, apa posisi Bapak/Ibu di UMKM ini? Berapa lama 

Bapak/Ibu bekerja disini 

• Seberapa besar UMKM yang bapak/ibu miliki (seperti adakah cabang, omzet 

perbulan, sudah berapa lama menajalankan usaha, dll)? Berapa karyawannya? 

Barrier 

• Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi untuk syarat 

kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, dll)? 

• Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan sertifikasi? Apakah 

sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses pembuatan sertifikasi? 

• Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai alur setiap tahapan proses 

sertifikasi? Apakah bapak/ibu memahami alur setiap tahapan proses sertifikasi 

tersebut? 

• Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah melakukan 

pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa menyatakan usaha bapak/ibu 

tidak lulus audit? 

• Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai sertifikasi halal? Apakah 

bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi menenai sertifikasi halal? Apakah 
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bapak/ibu pernah mendapatkan pelatihan mengenai penerapan sertifikasi halal 

dalam proses pembuatan produk? Mohon jelaskan. 

• Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal apabila bahan 

baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal? 

• Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku sertifikasi halal yang 

durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

• Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan sertifikasi yang 

membutuhkan waktu cukup lama? 

• Menurut bapak/ibu bagaimana pelayanan LPPOM MUI dalam segi 

pendampingan dan pengarahan? 

• Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam hal penerapan sertifikasi 

halal? (Seperti pekerjaan tulis-menulis, dokumentasi yang detail, dsb) 

• Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau lembaga sertifikasi 

dalam hal penegasan dan penegakan hukum produk halal? 

• Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem jaminan halal, 

dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan dalam pembuatan produk 

harus sama dari awal hingga akhir? 

Driver 

• Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan sertifikasi halal? 

Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah bapak/ibu melakukan 

sertifikasi halal? 

• Menurut bapak/ibu, apakah dengan melakukan sertifikasi halal dapat 

meningkatkan reputasi serta kepercayaan dan kepuasan konsumen? Bagaimana 

sertifikasi halal dapat meyakinkan konsumen? 

• Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam pandangan 

hukum Islam? 

• Bagaimana bentuk nilai tambah (kelebihan) yang membedakan produk 

bapak/ibu dengan pesaing lain setelah melakukan sertifikasi? 
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• Apakah dengan melakukan sertifikasi halal terjadi peningkatan pendapatan 

pada bisnis bapak/ibu? Bagaimana bentuk indikasi dari peningkatan 

pendapatan tersebut? 

• Apakah dengan adanya peraturan mengenai UUJPH akan menjadi beban bagi 

bapak/ibu? 

• Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? Apa manfaat 

dari berbisnis dengan konsep ini? 

• Menurut bapak/ibu, bagaimana peran globalisasi dalam mempengaruhi pelaku 

usaha untuk melakukan sertifikasi halal? 

• Apakah bapak/ibu mengetahui program sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan 

bapak/ibu terhadap program tersebut? 

• Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal persaingan 

kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu menangani konsumen 

yang meragukan status halal dari produk bapak/ibu? 
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KUESIONER AHP 

Pembobotan Tingkat Kepentingan Faktor Penguatan Kelembagaan  

Rantai Pasok Halal 

 

Narasumber yang terhormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir 

program sarjana S-1 Teknik Industri UIN SUSKA RIAU, penulis melakukan 

pengumpulan data mengenai Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Halal. 

Untuk itu, penulis berharap agar narasumber bersedia meluangkan waktunya 

untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang terlampir dalam kuesioner ini. Atas 

kesediaannya, penulis ucapkan terima kasih. 

 

A. BIODATA 

Nama  : 

Posisi/Jabatan : 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Untuk menyamakan pemahaman dan prosedur dalam pengisian kuesioner, 

maka perlu disampaikan petunjuk mengenai pengisian pembobotan kuesioner ini. 

1. Pembobotan dilakukan dengan perbandingan berpasangan, yaitu 

membandingkan antar dua faktor atau item yang terbagi dalam dua kolom. 

2. Kuesioner ini menggunakan skala 1-9 dalam pemberian nilai terhadap setiap 

faktor, angka tersebut menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan antar 

faktor. 

3. Responden diminta untuk melingkari pada angka yang sesuai dengan arti 

penilaian sebagai berikut: 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi 

1 Sama pentingnya 

3 Sedikit lebih penting 

5 Lebih penting 

7 Sangat penting 

9 Mutlak lebih penting 

2,4,6,8 
Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang 

berdampingan 

4. Usahakan penilaian saudara/i konsisten, contoh jika saudara/i memilih faktor 

A lebih penting dibandingkan dengan faktor B, faktor C lebih penting 



C-2 
 

 

dibandikan faktor A, maka penilaian saudara konsisten menyatakan faktor C 

lebih penting dibandingkan faktor B. 

 

Contoh Pengisian: 

Faktor Penilaian Faktor 

A 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 

A 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

B 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 

Arti pengisian diatas: 

1. A sedikit lebih penting dibandingkan B dengan intensitas nilai 3 

2. C lebih penting dibandingkan A dengan intensitas nilai 5 

3. C sangat penting dibandingkan B dengan intensitas nilai 7 

 

C. KUESIONER 

1. Perbandingan berpasangan antar variabel (Matrik level 1) 

Variabel Penilaian Variabel 

Hambatan 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendorong 

Hambatan 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organisasi 

Hambatan 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 

Pendorong 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Organisasi 

Pendorong 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 

Organisasi 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 

Keterangan:  1 : Sama pentingnya 

3 : Sedikit lebih penting 

5 : Lebih penting daripada 

7 : Jauh lebih penting 

9 : Mutlak lebih penting 
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2. Perbandingan berpasangan antar faktor pada setiap variabel (Matrik level 2) 

a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Hambatan 

Faktor Penilaian Faktor 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT)  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Keterbatasan sumber 

daya keuangan 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ketidakjelasan tahapan 

proses sertifikasi 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kurangnya informasi 

mengenai JPH 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha berasumsi 

bahan baku prosuk sudah 

halal 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Singkatnya masa berlaku 

sertifikasi (2th) 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Birokrasi perizinan 

sulit (Izin edar MD, 

IUMK, IUI, P-IRT) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidakjelasan tahapan 

proses sertifikasi 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
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a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Hambatan 

Faktor Penilaian Faktor 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha berasumsi 

bahan baku prosuk sudah 

halal 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singkatnya masa berlaku 

sertifikasi (2th) 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Keterbatasan sumber 

daya keuangan 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kurangnya informasi 

mengenai JPH 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha berasumsi 

bahan baku prosuk sudah 

halal 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Singkatnya masa berlaku 

sertifikasi (2th) 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 
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a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Hambatan 

Faktor Penilaian Faktor 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Ketidakjelasan 

tahapan proses 

sertifikasi 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH  
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha berasumsi 

bahan baku prosuk sudah 

halal 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Singkatnya masa berlaku 

sertifikasi (2th) 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Kurangnya informasi 

mengenai JPH 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Singkatnya masa berlaku 

sertifikasi (2th) 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 
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a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Hambatan 

Faktor Penilaian Faktor 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Pelaku usaha 

berasumsi bahan baku 

prosuk sudah halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Singkatnya masa 

berlaku sertifikasi 

(2th) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 

Singkatnya masa 

berlaku sertifikasi 

(2th) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Singkatnya masa 

berlaku sertifikasi 

(2th) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Singkatnya masa 

berlaku sertifikasi 

(2th) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Singkatnya masa 

berlaku sertifikasi 

(2th) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 
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a. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Hambatan 

Faktor Penilaian Faktor 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Lamanya penerbitan 

sertifikasi halal 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Kurangnya pembinaan 

dan pelayanan 

kelembagaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

Tingkat pendidikan 

pelaku usaha yang 

rendah 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Kurangnya penegakan 

dan penegasan 

pemerintah 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaktersediaan bahan 

baku sesuai SOP dalam 

sertifikasi 

Keterangan:  1 : Sama pentingnya 

3 : Sedikit lebih penting 

5 : Lebih penting daripada 

7 : Jauh lebih penting 

9 : Mutlak lebih penting 

 

b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Pendorong 

Faktor Penilaian Faktor 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 
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b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Pendorong 

Faktor Penilaian Faktor 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Kesadaran konsumen 

akan pentingnya produk 

aman dan higienis 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 
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b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Pendorong 

Faktor Penilaian Faktor 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Meningkatkan reputasi 

dan branding 

perusahaan 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Pelaku usaha paham 

akan kaidah dan hukum 

Islam 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 
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b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Pendorong 

Faktor Penilaian Faktor 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Program sertifikasi 

halal 

Logo halal menjadi nilai 

tambah produk 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Meningkatkan 

pendapatan dan 

kepercayaan konsumen 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 
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b. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Pendorong 

Faktor Penilaian Faktor 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Sertifikasi halal bersifat 

wajib (mandatory) 

berdasarkan UUJPH 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Program sertifikasi 

halal 

Konsep berbisnis secara 

Islami (Halalan 

Thayyiban) 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Program sertifikasi 

halal 

Sertifikasi halal sebagai 

komodifikasi dagang 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Program sertifikasi halal 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bebas memasarkan 

produk tanpa takut akan 

ketidakhalalan 

Keterangan:  1 : Sama pentingnya 

  3 : Sedikit lebih penting 

  5 : Lebih penting daripada 

  7 : Jauh lebih penting 

  9 : Mutlak lebih penting 

c. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Organisasi 

Faktor Penilaian Faktor 

Kurangnya kesadara 

pelaku usaha akan 

produk halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lemahnya komitmen 

manajemen puncak  

Kurangnya kesadara 

pelaku usaha akan 

produk halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaksiapan fasilitas 

produksi akan sistem 

produksi halal 
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c. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Organisasi 

Faktor Penilaian Faktor 

Kurangnya kesadara 

pelaku usaha akan 

produk halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kemampuan 

manajemen operasi 

dalam mengadopsi 

layanan halal 

Kurangnya kesadara 

pelaku usaha akan 

produk halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dokumen 

ketertelusuran tersedia 

dan up to date 

Lemahnya komitmen 

manajemen puncak  
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ketidaksiapan fasilitas 

produksi akan sistem 

produksi halal 

Lemahnya komitmen 

manajemen puncak  
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kemampuan 

manajemen operasi 

dalam mengadopsi 

layanan halal 

Lemahnya komitmen 

manajemen puncak  
2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dokumen 

ketertelusuran tersedia 

dan up to date 

Ketidaksiapan fasilitas 

produksi akan sistem 

produksi halal  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kemampuan 

manajemen operasi 

dalam mengadopsi 

layanan halal 

Ketidaksiapan fasilitas 

produksi akan sistem 

produksi halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dokumen 

ketertelusuran tersedia 

dan up to date 

Kemampuan manajemen 

operasi dalam 

mengadopsi layanan 

halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dokumen 

ketertelusuran tersedia 

dan up to date 

Keterangan:  1 : Sama pentingnya 

  3 : Sedikit lebih penting 

  5 : Lebih penting daripada 

  7 : Jauh lebih penting 

  9 : Mutlak lebih penting 
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d. Perbandingan berpasangan antar faktor variabel Lingkungan 

Faktor Penilaian Faktor 

Terbatasnya 

ketersediaan pemasok 

bahan baku bersertifikat 

halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pergeseran gaya hidup 

masyarakat Indonesia 

mengikuti barat 

Terbatasnya 

ketersediaan pemasok 

bahan baku bersertifikat 

halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dukungan pemerintah 

untuk menyediakan 

layanan logistik halal 

Terbatasnya 

ketersediaan pemasok 

bahan baku bersertifikat 

halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tekanan kompetitif 

sebagai ancaman 

kehilangan keunggulan 

Terbatasnya 

ketersediaan pemasok 

bahan baku bersertifikat 

halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Permintaan pasar akan 

produk halal 

Pergeseran gaya hidup 

masyarakat Indonesia 

mengikuti barat 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dukungan pemerintah 

untuk menyediakan 

layanan logistik halal 

Pergeseran gaya hidup 

masyarakat Indonesia 

mengikuti barat 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tekanan kompetitif 

sebagai ancaman 

kehilangan keunggulan 

Pergeseran gaya hidup 

masyarakat Indonesia 

mengikuti barat 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Permintaan pasar akan 

produk halal 

Dukungan pemerintah 

untuk menyediakan 

layanan logistik halal  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tekanan kompetitif 

sebagai ancaman 

kehilangan keunggulan 

Dukungan pemerintah 

untuk menyediakan 

layanan logistik halal 

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Permintaan pasar akan 

produk halal 

Tekanan kompetitif 

sebagai ancaman 

kehilangan keunggulan  

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Permintaan pasar akan 

produk halal 

Keterangan:  1 : Sama pentingnya 

  3 : Sedikit lebih penting 

  5 : Lebih penting daripada 

  7 : Jauh lebih penting 

  9 : Mutlak lebih penting 
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PENGANTAR 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk memberikan usulan dalam strategi penguatan 

kelembagaan lembaga sertifikasi halal di Provinsi Riau berdasarkan perbandingan 

antara tingkat kepentingan (important) dengan tingkat kepastian (certain) dari 

asumsi-asumsi yang ada. 

 

Biodata: 

Nama   : 

Posisi/Jabatan  : 

 

Petunjuk Pengisian: 

Berikanlah penilaian Anda terhadap masing-masing asumsi dilihat dari tingkat 

kepentingan dan tingkat kepastian dengan memberikan tanda (✓) pada nilai yang 

dianggap paling sesuai dengan makna: 

 

Tingkat kepentingan : 1 : sangat tidak penting; 2 : tidak penting; 3 : agak tidak 

penting; 4 : netral; 5 : agak penting; 6 : penting; 7 : sangat penting 

 

Tingkat kepastian : 1 : sangat tidak pasti; 2 : tidak pasti; 3 : agak tidak pasti; 4 : 

netral; 5 : agak pasti; 6 : pasti; 7 : sangat pasti 

 

Tingkat kepentingan: Seberapa penting asumsi itu menentukan keberhasilan 

penguatan kelembagaan lembaga sertifikasi halal di provinsi Riau 

 

Tingkat kepastian: Seberapa yakin atau pasti asumsi dibenarkan dalam 

keberhasilan penguatan kelembagaan lembaga sertifikasi halal di provinsi Riau 

 

No Asumsi 

Tingkat 

Kepentingan 
Tingkat Kepastian 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Membangun dan 

menciptakan sumber daya 

manusia yang berkeahlian di 

bidang produk halal dengan 

melakukan pelatihan halal 

disetiap lapisan dan 

tingkatan masyarakat. 
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No Asumsi 

Tingkat 

Kepentingan 
Tingkat Kepastian 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2 

Menggiatkan aksi 

komunikasi, informasi dan 

edukasi di bidang produk 

halal dengan semua elemen 

masyarakat sehingga jumlah 

masyarakat sadar halal akan 

semakin meningkat. 

              

3 

Membangun Halal Center 

sebagai pusat penelitian dan 

pengembangan produk halal 

untuk meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

dalam perkembangan 

produk halal. 

              

4 

Adanya suatu sistem yang 

mengkoordinasikan antara 

pemasok bahan baku halal 

dan pelaku usaha untuk  

memastikan ketersediaan 

bahan baku halal.  

              

5 

Pemerintah berperan dalam 

menguatkan peran 

komunitas halal, sehingga 

mampu menjaring produsen 

dan konsumen dalam 

mengembangkan indsutri 

produk halal. 
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No Asumsi 

Tingkat 

Kepentingan 
Tingkat Kepastian 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6 

Mempermudah proses 

pembuatan dokumen 

prasyarat (izin IUMK, IUI, 

P-IRT) sertifikasi halal 

dengan melaksanakan secara 

daring. 

              

7 

Pelaku usaha menerapkan 

sistem penyimpanan 

keuangan 50 20 30 rule 

(50% needs, 20% saving, 

30% wants) untuk 

mendaftarkan sertifikasi 

halal  

              

8 

Memperbanyak program 

dan dukungan baik dari 

pemerintah maupun 

perusahaan swasta melalui 

dana CSR untuk membantu 

pembiayaan sertifikasi halal 

pelaku usaha. 

              

9 

LPH membantu 

mengarahkan pihak yang 

memfasilitasi pembiayaan 

agar tidak salah sasaran. 

              

10 

LPH memberikan solusi 

alternatif untuk bahan baku 

yang legalitas halalnya 

masih belum jelas. 
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No Asumsi 

Tingkat 

Kepentingan 
Tingkat Kepastian 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11 

Menegaskan dan 

menggalakkan kewajiban 

sertifikasi halal (mandatory) 

oleh pemerintah dengan 

menerapkan sistem 

punishment bagi pelaku 

usaha yang tidak melakukan 

sertifikasi halal. 

              

12 

Menerapkan PP 39 tahun 

2021 mengenai regulasi 

masa berlaku sertifikasi 

halal, yakni selama 4 tahun  

              

13 

LPH melakukan pembinaan 

dan pendampingan kepada 

pelaku usaha terkait produk 

halal. 

              

14 

Mempercepat proses 

penerbitan sertifikasi halal 

dengan tidak melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan. 

              

15 

Melakukan subsidi silang 

untuk mempermudah 

UMKM dalam melakukan 

pembayaran sertifikasi halal. 

              

16 

Membuat sertifikasi halal 

menjadi salah satu syarat 

dalam mengedarkan produk 

baik dalam maupun luar 

negeri. 
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No Asumsi 

Tingkat 

Kepentingan 
Tingkat Kepastian 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

17 

Membuat regulasi yang jelas 

dan mudah dipahami bagi 

pelaku usaha dalam 

melakukan sertifikasi halal. 

              

18 

Meningkatkan value 

proposition sertifikasi halal 

dengan memanfaatkan 

sebagai komodifikasi 

dagang. 

              

19 

Adanya ketertelusuran 

(traceability) dan 

transparansi dalam suatu 

produk halal dan dapat 

diakses oleh semua 

masyarakat. 

              

20 

Membangun jaringan 

perdagangan produk halal 

dalam dan luar negeri 

melalui sertifikasi halal, 

seperti menjalin kerjasama 

internasional dalam bisnis 

produk halal 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

 
Narasumber LPPOM 

Transkrip Kode 

Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi 

untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, 

dll)? 

 

Kha: Sulitnya dalam bentuk perizinan, sebenarnya mereka mungkin 

tidak tergabung dalam UMKM, biasanya dinas koperasi melalui 

penyuluh yang ada dilapangan, mereka ada komunitas-komunitas 

yang menyebarkan berbagai informasi. “Kesulitan dalam hal 

perizinan, itu kemungkinan terjadi karena mereka kebetulan 

mendapati orang yang tidak mempermudah urusan, sebenarnya kita 

sebagai pengusaha harus proaktif “jemput bola” terhadap 

peraturan dan sebagainya kalau kita mau exsist. Saya rasa untuk 

dinas-dinas itu tidak sulit cuman kita harus ada prosedurnya” 

 

Kha: “Kalau untuk penyuluhan memang kita akui adanya 

keterbatasan SDM dan biaya, belumlah sampai menyeluruh sampai 

ke kecamatan-kecamatan, tapi kalau untuk level provinsi, 

kabupaten kota kita lakukan itu rutin” 

 

Kha: “Kenapa kadang orang cina itu bisa walaupun dia jual keripik 

ubi, karena legalitasnya cukup, mereka orientasi pasarnya pasar 

muslim yaitu orang kita, jadi ikuti aturan-aturan yang ada supaya 

exist”, itu masalah perizinan ya saya tidak menyalahkan dinas atau 

instansi yang lain. 

Difficult 

licensing 

bureaucracy 

Lack of 

information 

Islamic 

business 

concept 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan 

sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses 

pembuatan sertifikasi? 

 

Kha: Biaya terbatas itu kan karena “mereka tidak terbiasa 

mengumpul diawal atau dalam kata lain mereka kurang pandai 

dalam mengatur (manage) dan menyisihkan keuangan” lalu dengan 

adanya biaya-biaya itu (sertifikasi), seharusnya dia bisa menentukan 

produk ini layaknya dijual harga berapa, untuk mengatasi hal tersebut. 

 

Kha: Itulah biaya, makanya pelaku usaha kena biaya dan digunakan 

kembali, untuk rapat, kunjungan kerja, ATK, cetak sertifikat dan lain 

sebagainya, “memang kalau berbiaya kita akui berbiaya, beda 

dengan lembaga pemerintah, kalau lembaga pemerintah sudah 

dibiayai oleh pemerintah, kita kan non-departemen”. 

Low level of 

education  

Limited 

financial 

resources 



E-2 
 

 

Transkrip Kode 

 

Kha: “Kalau untuk sekarang itu sudah banyak UMKM yang 

melakukan sertifikasi karena banyak bantuan-bantuan mengalir 

melalui usaha-usaha”, tapi 2 tahun kedepan coba dicek ada tidak 

50% dari itu yang masih bertahan (masih melakukan perpanjangan 

sertifikat halal) makanya kadang kita juga mau membantu pihak yang 

memfasilitasi pembiayaan agar tidak salah sasaran. 

Halal 

certification 

program 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah 

melakukan pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa 

menyatakan usaha bapak/ibu tidak lulus audit? 

 

Kha: Misalnya ada bahan yang tidak diperbolehkan, kami dari 

LPPOM MUI tidak akan mengklaim bahwa tidak diterima, tapi “kami 

akan memberikan solusi, katakanlah misalnya minyak goreng merk 

ini legalitas halalnya masih belum jelas, kami akan menyarankan 

merk lain dengan produk yang sama dan produsen yang lain”. 

Business 

reputation 

Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal 

apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal? 

 

Kha: Untuk pertanyaan ini, “banyak terjadi kasus dimana pelaku 

usaha UMKM itu menganggap produk yang mereka produksi itu 

halal, dengan alasan mereka (pelaku usaha) beragama Islam dan 

mereka meyakini produk yang mereka hasilkan itu halal, tapi 

mereka tidak tahu dicelah-celah itu ada kemungkinan penyebab 

suatu produk menjadi tidak halal”, katakanlah kita ambil contoh 

penggunaan kuas pada produksi kue kering, rata-rata itu kuas yang 

digunakan untuk mengolesi kue itu terbuat dari bulu, salah satunya 

bulu babi, nah mereka kan tidak tahu itu bulu kuas itu terbuat dari apa, 

oleh karena itu penting dilakukannya sertifikasi halal. 

 

Kha: Yang halal itu bahan, kalau fasilitas produksi, SOP dan 

semacamnya itu kan belum tentu halal, ini kan mau memakai nama 

kita atas legalitasnya, dulu kalau hanya menggunakan saja tanpa kita 

mengeluarkan produk baru, produk kita tidak diganti itu tidak masalah 

karena sifatnya masih voluntary, “tapi karena sekarang sudah 

bersifat mandatory kalau kita mau mengeluarkan produk ini 

dengan brand (legalitas) kita, itu wajib disertifikasi walaupun 

semuanya sudah menggunakan bahan-bahan yang halal tadi”, 

untuk mendapatkan sertifikasi halal itu memang wajib menggunakan 

bahan-bahan yang telah bersertifikat halal, kalau ada salah satu saja 

bahan yang belum mendapatkan sertifikasi halal, kami akan 

memberikan opsi pengganti. 

 

Kha: Kita (konsumen) wajib tahu apakah makanan yang kita makan 

itu halal apa tidak. “Kembali ke hadits lagi, apabila ada salah satu 

yang masuk kedalam tubuh kita ini yang haram, maka akan masuk 

kedalam neraka”. 

Overconfident 

Governmental 

policy  

Religious 

belief 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku 

sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

 

Kha: Sebenarnya mentalitas aja, biasanya kalau mereka butuh 

legalitas itu tidak mempersalahkan masa ini, kita kan juga terikat 

dengan regulasi-regulasi yang lain, kedepan mungkin akan dibuat 

selama 4 tahun, “sedang 2 tahun saja kami kadang banyak 

mendapati pelaku usaha yang tidak konsisten dengan SOP dan 

bahan baku yang telah ditetapkan”. 

Consistency 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan 

sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama? 

 

Kha: “Untuk penerbitan selama ini kita melakukan penerbitan 2 

bulan sekali ke pusat, karena dari pusat itu nanti akan dilakukan 

publikasi ke website setiap 2 bulan melalui jurnal halal, sedangkan 

untuk penerbitan (pencetakan) sertifikasi kita paling lama itu 70 

hari (berdasarkan peraturan KEMENAG) dari sesudah 

pemerikasaan (audit) ke lapangan” dan untuk rapat sidang fatwa itu 

dilakukan secara kolektif dalam artian, produk yang akan disidang itu 

terdiri dari beberapa produk UMKM, maksimal produk yang dapat 

disidang yaitu sebanyak 20 produk.  

Issuance of 

Halal 

Certification 

Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau 

lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum 

produk halal? 

 

Kha: “Awal tahun 2014 itu sertifikat halal masih bersifat sukarela 

(voluntary) tapi setelah terbitnya UU 33 tahun 2014 sudah berjalan 

5 tahun tepatnya 17 oktober 2019, baru pemerintah mengubah 

status sertifikat halal yang dari sukarela menjadi wajib 

(mandatory)”, karena ada salah satu dari klausul UU itu yang 

berbunyi “Bahwa setiap produk yang beredar di NKRI wajib 

bersertifikasi halal” itu penegasannya, jadi nanti tentunya harus ada 

Perda, Pergub, Perwako, Perbup, dan lain sebagainya. 

Governmental 

policy 

 

Narasumber Akademisi (expert) 

Transkrip Kode 

Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi 

untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, 

dll)? 

 

Yen: Dalam perspektif saya, itu sebagian perlengkapan mereka masih 

malas mengurusnya terutama surat atau dokumen yang berhubungan 

dengan kegiatan pemasaran secara luas, PIRT ya kalau saya tidak 

salah, “mereka malas mengurus dokumen ini karena mereka sendiri 

tidak punya visi untuk melakukan ekspor, namun setelah dilakukan 

pendampingan baru mereka tau akan pentingnya PIRT ini salah 

satunya yaitu untuk melakukan ekspor tadi” 

Market 

Product 

Freedom 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan 

sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses 

pembuatan sertifikasi? 

 

Yen: Kebetulan yang saya dampingi itu gratis semua, “pada tahun 

ini, itu banyak sekali program pemberian sertifikat halal gratis bagi 

UMKM di seluruh Indonesia, sangking banyaknya, jumlah UMKM 

yang memenuhi syarat itu kurang dari kuota sertifikatnya, ini 

dikarenakan surat-surat mereka tidak lengkap dan mereka tidak 

cukup waktu untuk mengurus itu dengan deadline pemberian 

gratis” 

 

Yen: Kalau biaya yang saya tangkap dari mereka walaupun ini gratis, 

“kalau dia merasa pendapatan yang diperolehnya besar, itu 

menurutnya sebanding harga yang dikeluarkan untuk melakukan 

sertifikasi, tapi kalau UMKM yang pendapatannya kecil dia tidak 

peduli, nah yang peduli itu, kebanyakan pelaku usaha yang tingkat 

pendidikannya tinggi dan bisa dibilang cerdas” 

Halal 

Certification 

Program 

Low level of 

education 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak/ibu telah 

melakukan pembayaran sertifikasi, namun hasil sidang fatwa 

menyatakan usaha bapak/ibu tidak lulus audit?  

 

Yen: perihal tidak lolos audit yang saya alami selama ini kecil ya, 

“kebanyakan dari mereka itu lolos semua, namun ada juga yang 

tidak lolos audit, hal ini dikarenakan banyaknya bahan baku yang 

masih kurang jelas status kehalalannya dan inilah gunanya 

dilakukan pendampingan yaitu untuk memberikan edukasi atau 

informasi serta memastikan seluruh bahan baku yang digunakan 

itu halal semua” 

Lack of 

Information 

Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal 

apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal? 

 

Yen: Tetap di sertifikasi halal walaupun bahan baku telah dilabelisasi 

halal, karena kan penilaian itu sampai packaging dan disini juga 

“kami sebagai pendamping memberitahu bahwasanya bukan hanya 

bahan baku saja yang dinilai tapi juga prosesnya, lingkungannya, 

pencucian bahan baku hingga packaging atau proses 

pengantarannya”. 

Overconfident 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku 

sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

 

Yen: “mereka merasa keberatan untuk masa berlaku 2 tahun ini 

dan senang sekali apabila masa berlakunya 4 tahun, cuman ya 

sidaknya kan penting” dan harusnya 2019 kemaren itu sertifikasi 

halal sudah bersifat wajib, bukan voluntary lagi. 

Short-term 

Validity 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan 

sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama? 

 

Yen: Penerbitan sertifikasi ini kalau menurut SOP dari BPJPH itu 

tidak terlalu lama, 30 hari kalau saya tidak salah, “terkadang ada 

beberapa kasus namun hanya sedikit dimana UMKM yang saya 

damping itu mereka mendapatkan sertifikasi itu melebih dari batas 

waktu yang ditentukan.” 

Bad service 

Int: Apakah dengan melakukan sertifikasi halal terjadi peningkatan 

pendapatan pada bisnis bapak/ibu? Bagaimana bentuk indikasi dari 

peningkatan pendapatan tersebut? 

 

Yen: “Saya memang bukan orang ekonomi ya, tapi saya tau bahwa 

produk halal itu meningkatkan ekonomi, pasarnya di Jepang, 

Malaysia itu tinggi sekali, kita malah yang rendah padahal kita 

konsumen yang luar biasa besarnya tapi produsennya bukan kita 

dan kemaren juga ada UMKM yang telah saya dampingi dan dia 

mengatakan bahwa omzet penjualannya itu semakin tinggi setelah 

melakukan sertifikasi halal”. 

 

Increase 

income  

Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau 

lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum 

produk halal? 

 

Yen: “Kalau menurut pandangan saya sebagai pendamping 

terhadap pemerintah, itu rasa saya penegasan dan penegakan 

hukum mengenai produk halal itu masih sangat minim dan 

terkesan tidak serius, ini bisa kita lihat sendiri dari banyaknya 

restoran-restoran ternama yang ada di mall ataupun diluar sana 

yang status halalnya masih tidak jelas.” 

 

Lack of 

enforcement  

Int: Menurut ibu apa yang membuat pelaku usaha tergerak untuk 

melakukan sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon 

konsumen setelah pelaku usaha melakukan sertifikasi halal? 

 

Yen: “Beberapa pelaku usaha yang saya dampingi mengatakan 

kalau dia ingin melakukan sertifikasi, karena sering ditanyakan 

status kehalalannya oleh konsumen terus juga karena kemauan 

mereka sendiri itu melakukan sertifikasi”, kalau untuk respon 

konsumen itu mereka mengatakan setelah melakukan sertifikasi, 

konsumen memiliki interest yang lebih terhadap produk mereka. 

 

Customer 

awareness 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam 

pandangan hukum Islam? 

 

Yen: “Mengenai sertifikasi dalam pandangan islam, itu mereka 

rata-rata sudah memliki keyakinan yang kuat untuk melakukan 

sertifikasi dan sadar akan pentingnya sertifikasi ini, ditambah 

dengan adanya pelatihan, itu membuat mereka semakin mantap 

keyakinannya untuk melakukan sertifikasi”. 

Religious 

belief 

Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi 

untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, 

dll)? 

 

Dic: “Untuk kendala perizinan dokumen pasti ada ya, sebagian dari 

UMKM yang telah kita bina sebelumnya itu mereka tidak 

mengetahui secara pasti, lebih tepatnya pada syarat yang diperlukan 

untuk pembuatan dokumen tersebut”, disinilah tugas kami sebagai 

penyelia halal, yaitu untuk mengingatkan dan memberitahu apa saja 

syarat yang diperlukan untuk pembuatan dokumen tersebut. 

Uncertainly 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan 

sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses 

pembuatan sertifikasi? 

 

Dic: Untuk pendanaan, kebetulan UMKM yang saya bina kemarin itu 

telah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia, “memang kalau bisa 

dibilang salah satu kendala utama dari UMKM ketika belum 

bersertifikasi halal itu adalah pendanaan, karenakan biaya untuk 

pembuatan sertifikasi ini lumayan besar bagi UMKM menengah 

kebawah, katakanlah 2-3 juta, itu mereka merasa terbebani dengan 

biaya sebesar itu”. 

Limited 

financial 

resources 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan 

sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama? 

 

Dic: “Kalau untuk penerbitan itu tidak terlalu lama, namun cukup 

memakan waktu 3-4 bulan mulai dari pembinaan awal hingga 

penerbitan sertifikasi”. 

Issuance of 

Halal 

Certification 

Int: Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam hal 

penerapan sertifikasi halal? (Seperti pekerjaan tulis-menulis, 

dokumentasi yang detail, dsb) 

 

Dic: “Kalau untuk kendala seperti pekerjaan tulis-menulis, itu rata-

rata mereka sudah mahir dalam melakukannya, namun ada juga 

UMKM yang masih butuh bimbingan dan detail yang lebih, itu 

biasanya UMKM yang tamat SMA”. 

Low level of 

education 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau 

lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum 

produk halal? 

 

Dic: “Sepertinya untuk penegasan ini saya rasa masih kurang, 

mungkin karena masa tenggang waktu untuk registrasi itu masih 

panjang ya selama 5 tahun terhitung sejak 17 oktober 2019 kalau 

saya tidak salah”. 

Lack of 

enforcement 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem 

jaminan halal, dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan 

dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir? 

 

Dic: “Memang harus seperti itu, nanti jika ingin melakukan 

perpanjangan sertifikasi akan dilihat lagi apakah ada dia mengganti 

bahan baku maupun SOP yang telah ditetapkan sebelumnya” dan 

kalaupun ada perbedaan atau tidak baik dari bahan baku maupun SOP 

akan dilakukan audit lagi, jadi tidak otomatis langsung diperpanjang 

gitu tanpa dilakukan audit lagi. 

Consistency 

Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan 

sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah 

bapak/ibu melakukan sertifikasi halal? 

 

Dic: “Mereka melakukan sertifikasi agar produk mereka itu lebih 

terjamin kehalalannya, jadi mereka bisa lebih giat dalam 

mempromosikan barang dagangannya khususnya untuk penjualan 

eksport dan tentu diharapkan penjualannya semakin meningkat 

dengan adanya label halal tadi” 

Globalization 

progress 

Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? 

Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini? 

 

Dic: “Kita percaya bahwa dalam Al-Quran ketika kita menjual 

produk atau makanan yang kita makan itu harus halal lagi baik 

(halalan thayyiban) dan jika kita ingin rezeki yang kita dapatkan itu 

berkah mestinya halal itu menjadi suatu yang harus kita 

perhatikan” 

Islamic 

business 

concept 

Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal 

persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu 

menangani konsumen yang meragukan status halal dari 

produk bapak/ibu? 

 

Dic: “Ini kemungkinan besar akan sangat berpengaruh, karena 

memang nanti ketika ketentuan pemerintah semakin meningkat 

akan membuat pelaku usaha yang tidak memliki sertifikasi halal 

menjadi kalah saing dengan pelaku usaha yang memiliki sertifikat 

dan sebenarnya manfaat dari sertifikasi ini untuk pelaku usaha itu 

sendiri.” 

Role Halal 

Certification 
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Narasumber Pemerintah (Government) 
Transkrip Kode 

Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi 

untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, 

dll)? 

 

Nur: Kebanyakan UMKM yang kami temukan dilapangan, itu mereka 

kesulitan dalam mengurus izin edar, P-IRT dan laik sehat, karenakan 

kita tahu, UMKM ini kerja seharian dan kalau mengurus dokumen 

tadi, itu harus menuju ke kantor, kadang berurusan ini kan tidak 

langsung siap dan ini akan menghabiskan banyak waktu bagi UMKM 

tersebut, belum lagi persyaratan yang diminta itu tidak ada atau tidak 

terpenuhi, seperti contoh “untuk mengurus sertifikasi, itu lantai 

produksi dan rumah tangga tidak boleh menyatu, harus tersendiri, 

inilah yang membuat salah satu UMKM tersebut enggan untuk 

melakukan sertifikasi, karena mereka belum siap dan waktu serta 

biaya yang dibutuhkan juga lumayan banyak”. 

Difficult 

licensing 

bureaucracy 

Int: Bagaimana pemahaman bapak/ibu mengenai alur setiap tahapan 

proses sertifikasi? Apakah bapak/ibu memahami alur setiap tahapan 

proses sertifikasi tersebut? 

 

Nur: “Ada beberapa UMKM yang telah mengikuti penyuluhan, 

namun mereka masih bingung mengenai alur atau tahapan proses 

sertifikasi, karenakan tidak semua orang cepat tanggap dalam 

mengolah informasi yang ada dan Inshaallah kami siap membantu 

UMKM 24 jam mengenai perihal proses setifikasi tersebut.” 

Uncertainly 

Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal 

apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal? 

 

Nur: Perlu dilakukan, ini untuk memastikan atau menjamin bahwa 

produk tersebut benar-benar halal, jadi “kadang ada juga kasus 

dimana status halal bahan bakunya masih kurang jelas dan kalau 

memang kurang jelas status halalnya akan kami arahkan ke bahan 

baku yang jelas status halalnya” 

Lack of 

information 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku 

sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

 

Nur: “Pelaku usaha yang kami temukan dilapangan itu merasa 

keberatan dengan masa berlaku 2 tahun, apalagi UMKM yang 

kecil, itu mereka sangat keberatan dengan regulasi 2 tahun ini, 

belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk perpanjangan 

sertifikasi”, namun semenjak UU No. 33 tahun 2014 keluar, itu masa 

berlaku sertifikasi sudah berubah menjadi 4 tahun. 

Short-term 

validity 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau 

lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum 

produk halal? 

 

Nur: “Menurut saya pemerintah sudah berusaha semaksimal 

mungkin, sudah diberi sosialisasi, bimtek, malahan sudah dikasih 

bantuan kepada UMKM untuk mengurus sertifikasi halal ini”, 

kalau usaha untuk penegasan itu menurut saya sudah maksimal. 

 

Nur: “Kalau untuk penegakan hukum itu masih dalam tahap 

berproses istilahnya, untuk sekarang ini hingga tahun 2024 itu 

pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada pelaku usaha 

khususnya bidang makanan dan minuman untuk melakukan 

pembuatan sertifikasi halal ini dan setelah 2024 nanti pastinya akan 

ada diberikan sanksi oleh pemerintah”. 

Halal 

certification 

program 

Governmental 

policy 

Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan 

sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah 

bapak/ibu melakukan sertifikasi halal? 

 

Nur: “Salah satu alasan mengapa UMKM melakukan sertifikasi 

yaitu untuk menaikkan pendapatan, karena kan kalau sudah 

disertifikasi produk kita itu, Inshaallah omzet produk kita akan 

naik, ini ditandai dengan banyaknya jumlah orderan atau 

pesanan”. 

 

Nur: “Apalagi dizaman sekarang ini, banyak orang yang mencari 

mengenai status halal salah satunya melalui website atau internet 

dan dengan melakukan sertifikasi ini dapat membuat konsumen 

memiliki interest yang lebih terhadap produk kita” 

 

Nur: “Sekarang juga untuk masuk ke tender-tender instansi, 

perusahaan, ataupun gerai oleh-oleh itu memakai sertifikasi halal, 

jadi produk-produk yang masuk disitu mereka minta yang sudah 

bersertifikat halal” 

Increase 

income 

Customer 

awareness 

Business 

reputation 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam 

pandangan hukum Islam? 

 

Nur: “Islam kan memang mengajarkan untuk mengkonsumsi 

produk yang halalan thayyiban, halal lagi baik, kalau baik belum 

tentu halal, tapi kalau halal sudah tentu baik, itu yang diarahkan 

oleh Al-Quran dan nabi kita yang didalamnya mengatakan makan 

dan minumlah dengan yang baik-baik”. 

Islamic 

business 

concept 
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Transkrip Kode 

Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? 

Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini? 

 

Nur: Sebenarnya konsep berbisnis secara islami ini yang sangat 

dianjurkan oleh nabi, apa yang disampaikan oleh nabi itu semua ada 

sebab dan manfaatnya, jadi kita aja yang harus jeli dalam mempelajari 

dan menghayatinya, “kadang juga pelaku usaha itu tidak tau, 

banyak yang beranggapan karena mereka umat islam untuk apa 

melakukan sertifikasi, tidak akan mungkin kita memasak masakan 

yang haram, ini ada kasusnya waktu saya melakukan sosialisasi ke 

pondok pesantren, dan saya menanyakan mengenai kehalalan 

makanan pada petugas dapur santrinya”  

Overconfident 

 

Narasumber Pelaku Usaha (Homemade by Kartini) 
Transkrip Kode 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan 

sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses 

pembuatan sertifikasi? 

 

Khai: “Alhamdulillah kalau untuk label halal, kami termasuk 

UMKM binaan Bank Indonesia dan kami tidak tahu menahu 

mengenai biaya, semuanya sudah selesai termasuk jaminan halal 

tadi” 

Halal 

certification 

program 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku 

sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

 

Khai: “Untuk kedepannya kita masih tidak tahu, apakah masih 

melalui MUI atau cukup dengan lembaga jaminan halal tadi, tapi 

kalau masih MUI bagusnya ya samakanlah kalau 4 tahun ya 4 

tahun, karenakan kalau 2 tahun ini terlalu singkat”. 

Short-term 

validity 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan 

sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama? 

 

Khai: “Kalau untuk penerbitan, itu dilakukan setelah orang dari BI 

nya melakukan survey ke tempat pelaku usaha, dan untuk 

penerbitannya itu kurang lebih 1 bulan setelah orang dari BI 

melakukan survey, menurut saya waktu yang digunakan untuk 

penerbitan lumayan lama, alangkah lebih bagusnya jika bisa 

disegerakan ya disegerakan”. 

Issuance of 

Halal 

Certificationt 

Int: Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pemerintah atau 

lembaga sertifikasi dalam hal penegasan dan penegakan hukum 

produk halal? 

 

Khai: “Dalam pertemuan-pertemuan itu ada disampaikan 

bahwasanya pada tahun 2019 keatas, itu produk yang belum 

bersertifikasi halal akan dikenakan sanksi, namun kami juga ada 

menyampaikan, agar pemerintah ini “jemput bola”, kalau bisa 

BPOM dan MUI datang kedaerah-daerah untuk membuat suatu 

Lack of 

enforcement 
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Transkrip Kode 

kegiatan, agar UMKM yang ada didaerah itu termotivasi untuk 

melakukan sertifikasi halal”, kalau sanksi sih bagus menurut saya, 

tapi jangan lupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan binaan. 

Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan 

sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah 

bapak/ibu melakukan sertifikasi halal? 

 

Khai: “Karena kita muslim, kemudian terutama produk yang kami 

jual ini sapi, itukan daging, kalau bakso ayam mungkin orang 

tebayang ayam halal, tapi kan kalau daging ini kan orang kemana-

mana pikirannya makanya kami urus sesegeram mungkin agar bisa 

lebih memperluas usaha dan untuk kenyamanan kita juga” 

Customer 

awareness 

Int: Menurut bapak/ibu, apakah dengan melakukan sertifikasi halal 

dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan dan kepuasan 

konsumen? Bagaimana sertifikasi halal dapat meyakinkan 

konsumen? 

 

Khai: “Semua surat (sertifikasi halal) itu kami peroleh 2020 akhir 

dan awal 2021, nah setelah itu kan masuk ni Covid, tentukan turun 

drastis ni penjualan, kalau dari konsumen, kebetulan kami share 

dan mereka sangat mengapresiasi dan banyak juga yang 

mengucapkan selamat” 

Business 

reputation 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai sertifikasi halal dalam 

pandangan hukum Islam? 

 

Khai: “Sangat sesuai sertifikasi halal dengan hukum islam, wajib 

hukumnya, karena Allah SWT telah berfirman didalam Al-Quran, 

yang berbunyi makan dan minumlah dengan halal lagi baik dan ini 

juga salah satu alasan mengapa saya dan istri melakukan sertifikasi 

halal tadi”. 

Religious 

belief 

Int: Apakah dengan melakukan sertifikasi halal terjadi peningkatan 

pendapatan pada bisnis bapak/ibu? Bagaimana bentuk indikasi dari 

peningkatan pendapatan tersebut? 

 

Khai: “Sebagaimana diawal tadi, seluruh izin resmi sertifikasi itu 

saya peroleh diakhir tahun 2020 dan diawal 2021, dan inikan lagi 

masanya pandemi, sampai hari ini, kalau dibandingkan dengan 

sebelum Covid, itu turun sih, namun saya yakin, jika tidak ada 

Covid ini, Inshaallah itu akan terjadi peningkatan pendapatan”. 

Increase 

income 

Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? 

Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini? 

 

Khai: “Yang pertama jujur, kemudian menggunakan alat dan 

bahan yang bersih serta jelas kehalalannya dan juga transparan, 

maksud transaparan disini, kalau ada konsumen yang bertanya, 

kami tidak ada rahasia atau tidak ada yang ditutup-tutupi”. 

Islamic 

business 

concept 
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Transkrip Kode 

Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal 

persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu 

menangani konsumen yang meragukan status halal dari 

produk bapak/ibu? 

 

Khai: “Logo halal ini sangat menentukan, apalagi tadi produk kami 

ini daging, sehingga apabila konsumen melihat logo halal MUI ini, 

tentu orang akan yakin terhadap produk yang kami jual tanpa ada 

rasa was-was”. 

Market 

product 

freedom 

 

Narasumber Pelaku Usaha (Teknong Soya) 
Transkrip Kode 

Int: Apa kendala bapak/ibu dalam hal pengurusan perizinan sertifikasi 

untuk syarat kelengkapan dokumen (seperti izin IUMK, IUI, P-IRT, 

dll)? 

 

Zul: Kalau saya sih alhamdulillah gak ada, karena syarat-syaratnya 

udah lengkap duluan, “kendala saya, dulu nih pengen ngurus 

sertifikat halal itu karena berbayar aja, tapi karena kemaren ada 

program dari pemerintah, yaudah langsung aja karena syarat-

syaratnya udah lengkap gitu”. 

 

Zul: “Saya dapat bantuan sertifikasi dari pemerintah itu tahun 

2020, ini bantuan karena covid kali ya, jadi kayak para UMKM itu 

dibantu, diberi dana dan dana ini langsung dialokasikan atau 

dibayarkan untuk pembuatan sertifikasi halal”. 

Limited 

financial 

resources 

Halal 

certification 

program 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai biaya pembuatan 

sertifikasi? Apakah sepadan biaya yang dikeluarkan dengan proses 

pembuatan sertifikasi? 

 

Zul: “Kalau menurut saya biaya pembuatan sertifikasi 1.5 jt ini 

memberatkan sih bagi usaha mikro, kadang untuk mendapatkan 1.5 

jt ini saja mereka kesulitan, beda halnya dengan usaha kecil dan 

menengah” 

Limited 

financial 

resources 

Int: Menurut bapak/ibu, Apakah perlu melakukan sertifikasi halal 

apabila bahan baku produk yang digunakan telah dilabelisasi halal? 

 

Zul: Harus, karena kita tidak bisa asal menyantumkan label halal di 

produk kita walaupun produk kita halal, “jadi untuk mendapatkan 

label halal di produk itu, kita harus mengurus sertifikasi halal, nah 

manfaatnya adalah konsumen lebih percaya gitu dengan produk 

kita” 

Business 

reputation 
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Transkrip Kode 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai masa berlaku 

sertifikasi halal yang durasinya cukup singkat yakni 2 tahun? 

 

Zul: “Menurut saya kalau sebagai UMKM singkat sih, karena nanti 

kan keluar biaya lagi dan UMKM juga mikirnya selalu cost,  

mungkin mereka punya pertimbangan sendiri kan kenapa harus 2 

tahun gitu”, mungkin takutnya nanti kalau kelamaan ada yang 

dirubah sama UMKM nya gitu kan 

Short-term 

validity 

Int: Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai penerapan sistem 

jaminan halal, dimana bahan baku produk dan SOP yang digunakan 

dalam pembuatan produk harus sama dari awal hingga akhir? 

 

Zul: “Harusnya konsisten sih kalau pakai bahan itu, tapi kadang 

misalnya kita lagi kehabisan bahan baku dan kita juga tetap harus 

produksi, ya kita buat aja dengan bahan baku alternatif yang lain, 

tapi kan tidak selamanya ganti, mungkin karena kekurangan bahan 

baku atau kehabisan, bisa diganti sebentar gitu, kecuali nanti 

emang ganti bahan gitu ya, itu harusnya dilapor, tapi kan kalau 

UMKM mana peduli sih, lapor-laporlah”  

Consistency 

Int: Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai proses penerbitan 

sertifikasi yang membutuhkan waktu cukup lama? 

 

Zul: “Mereka itu audit pada 27 Oktober 2020 dan dapat 

sertifikatnya kalau gak salah 1 atau 2 bulan setelah audit, kalau 

menurut saya ini dapat dikatakan lama untuk penerbitannya, 

tapikan karena gratis, ya kita terima-terima aja”. 

Issuance of 

Halal 

Certification 

Int: Apa yang membuat bapak/ibu tergerak untuk melakukan 

sertifikasi halal? Bagaimana tanggapan atau respon konsumen setelah 

bapak/ibu melakukan sertifikasi halal? 

 

Zul: “Kalau saya melakukan sertifikasi itu, selain untuk menambah 

kepercayaan konsumen juga karena tuntutan agama kita yang 

mengharuskan untuk memakan makanan dan minuman yang halal 

lagi baik” 

Religious 

belief 

Int: Apakah dengan adanya peraturan mengenai UUJPH akan menjadi 

beban bagi bapak/ibu? 

 

Zul: “Sebenarnya memberatkan, tapi kan pemerintah juga ada 

memberikan solusi yaitu berupa bantuan, jadi pemerintah itu tidak 

semata-mata mengeluarkan UU, dan mereka kan tahu juga nih, 

UMKM pasti keberatan dengan biaya pembuatan sertifikasi”. 

Governmental 

policy 

Int: Menurut bapak/ibu bagaimana konsep berbisnis secara islami? 

Apa manfaat dari berbisnis dengan konsep ini? 

 

Zul: “Berbisnis dengan konsep islami itu harus dan jika ingin 

produk kita itu dapat bersaing dengan produk lain, produk kita itu 

harus bagus, bagus dalam artian yaitu ada izin-izinnya (BPOM, 

halal)” 

Role halal 

certification 
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Transkrip Kode 

Int: Menurut bapak/ibu, bagaimana peran globalisasi dalam 

mempengaruhi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal? 

 

Zul: “Peran globalisasi itu ada, jadi sekarang ini, orang luar negeri 

seperti, Jepang itu lebih aware sama produk halal, karena mereka 

tahu pangsa pasarnya orang muslim, dan China juga mensyaratkan 

produk yang masuk ke negara mereka itu harus produk yang halal” 

Globalization 

progress 

Int: Apa pengaruh logo halal terhadap produk bapak/ibu dalam hal 

persaingan kompetisi antar pelaku usaha? Bagaimana bapak/ibu 

menangani konsumen yang meragukan status halal dari produk 

bapak/ibu? 

 

Zul: Pasti ada pengaruhnya, ini saya mikirnya sebagai konsumen 

ya, kita sebagai konsumen, pasti sebelum membeli barang itu kita 

mengecek dulu ada izinnya gak, ada halalnya gak, ya pasti kita 

sebagai konsumen lebih memilih yang ada izinnya kan? 

Market 

product 

freedom 
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TINJAUAN LITERATUR VARIABEL 

 
Table 1. Barrier 

No Barrier Keyword Description Literature 

1 

Difficult 

licensing 

bureaucracy 

Licensing 

(IUMK, IUI, 

P-IRT, Izin 

Edar MD) 

Perizinan yang sulit merupakan 

salah satu kendala dalam mengurus 

sertifikasi. Maryati dkk. (2016) 

mengemukakan bahwa faktor utama 

yang menjadi kendala pelaku 

UMKM makanan beku tidak bisa 

mengajukan sertifikat halal adalah 

kelengkapan dokumen, seperti izin 

edar MD, IUMK, IUI dan P-IRT. 

Izin edar MD yang sangat ketat 

dalam pelaksanaannya sering kali 

membuat para pelaku usaha 

menyerah sebelum mengajukan. 

Maryati, T., 

Syarief, R., 

& 

Hasbullah, 

R. (2016); 

Barokah, S., 

Pangiuk, A., 

& Hafiz, A. 

P. (2020) 

2 

Limited 

financial 

resources 

Start-up 

fund, 

Certification 

fee, Budget 

allocation 

Sebagian besar kendala yang 

dihadapi oleh pelaku usaha dalam 

mengajukan sertifikasi halal yaitu 

biaya yang cukup mahal, hal ini 

dikarenakan dalam melakukan 

pengajuan sertifikasi ini sendiri 

biaya yang dikeluarkan berbeda 

tergantung pada skala usaha, 

kompleksitas bahan yang 

digunakan, serta aspek lainnya. 

Praja dan Kurniaty (2017) 

mengatakan bahwa pelaku UMKM 

di Kota Magelang mayoritas tidak 

setuju akan kewajiban sertifikasi 

halal tersebut karena biayanya yang 

cukup mahal dan hanya berlaku 

sampai dengan 4 tahun. Selain itu, 

syarat yang cukup rumit membuat 

pelaku UMKM enggan untuk 

mengurus sertifikasi halal tersebut. 

Maryati, T., 

Syarief, R., 

& 

Hasbullah, 

R. (2016); 

Konety, N., 

Purnama, C., 

& Adilla, M. 

H. (2018); 

Khairunnisa, 

H., Lubis, 

D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Salamah, S. 

I., & 

Umami, N. 

A. (2020); 

Praja, C. B. 

E., & 

Kurniaty, Y. 

(2017) 

3 Uncertainly Complicated, 

Time-waste, 

Salah satu alasan pelaku usaha 

UMKM tidak melakukan sertifikasi 

Maryati, T., 

Syarief, R., 
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No Barrier Keyword Description Literature 

Mileage halal yaitu karena ketidakjelasan 

timeline dari setiap tahapan proses 

sertifikasi dan juga jauhnya jarak 

tempuh antara lokasi UMKM 

dengan lembaga sertifikasi, yang 

mana ini memakan banyak waktu, 

Seperti yang di jelaskan Huda 

(2012) menggambarkan bahwa 

regulasi halal yang diwujudkan 

dengan sertifikasi halal dari Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) belum 

sepenuhnya dipahami oleh para 

produsen makanan. 

& 

Hasbullah, 

R. (2016); 

Salamah, S. 

I., & 

Umami, N. 

A. (2020); 

Praja, C. B. 

E., & 

Kurniaty, Y. 

(2017); 

Prabowo, S. 

(2017), 

Huda, N. 

(2012) 

4 
Lack of 

information 

UUJPH 

knowledge, 

counseling, 

Certification 

procedure, 

Law 

awareness 

Kurangnya informasi atau 

pengetahuan mengenai jaminan 

produk halal merupakan salah satu 

pengahalang bagi UMKM dalam 

melakukan sertifikasi, hal ini 

menyebabkan kesadaran hukum 

pelaku usaha mengenai UUJPH 

sangat rendah, seperti yang 

dikemukakan oleh Gunawan dkk. 

(2020) UMKM yang telah 

bersertifikasi halal di Kalimantan 

Barat masih rendah hal ini 

disebabkan kurangnya sosialisasi 

dan pemahaman terhadap pelaku 

usaha makanan terkait dengan 

mekanisme produksi produk halal 

maupun Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal. 

Gunawan, 

S., 

Darmawan, 

R., Juwari, 

J., 

Qadariyah, 

L., 

Wirawasista, 

H., 

Firmansyah, 

A. R., ... & 

Ardhilla, M. 

F. (2020); 

Konety, N., 

Purnama, C., 

& Adilla, M. 

H. (2018); 

Khairunnisa, 

H., Lubis, 

D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Salamah, S. 

I., & 

Umami, N. 

A. (2020); 
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Nukeriana, 

D. (2018) 

5 Overconfident 

Religion, 

Mindset, 

Awareness 

Overconfident disini memiliki arti 

yaitu merasa benar, dimana UMKM 

yang belum memiliki sertifikasi 

berasumsi bahwa mereka yakin 

dengan bahan baku produk mereka 

halal, dikarenakan penjual atau 

pemasok bahan baku produk 

mereka juga merupakan orang 

islam. Praja dan Kurniaty (2017) 

mengatakan pola pikir dari pelaku 

usaha mikro yang belum 

memperhatikan pentingnya 

memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal 

dan sebagainya terhadap produknya 

karena mereka merasa tidak dengan 

izin-izin tersebut produknya sudah 

laku dipasaran dan banyak dari 

pelaku usaha berpendapat bahwa 

dengan atau tidak dengan sertifikasi 

halal peroduk yang di jual tidak 

berpengaruh dengan daya minat 

beli masyarakat, sehingga dianggap 

tidak perlu. 

Konety, N., 

Purnama, C., 

& Adilla, M. 

H. (2018); 

Praja, C. B. 

E., & 

Kurniaty, Y. 

(2017); 

Prabowo, S. 

(2017) 

6 
Short-term 

validity 
Time period 

Sebagian besar pelaku usaha 

UMKM mengeluh akan singkatnya 

masa berlaku sertifikasi halal yakni 

2 tahun. Berdasarkan hasil 

penelitian Khairunnisa dkk. (2020) 

Sebanyak 20% responden di kota 

Bogor menganggap durasi 

berlakunya sertifikat halal cukup 

singkat yaitu hanya 2 tahun. 

Khairunnisa, 

H., Lubis, 

D., & 

Hasanah, Q. 

(2020) 

7 

Issuance of 

Halal 

Certification 

Waiting time 

Proses penerbitan yang lama juga 

merupakan salah satu alasan 

UMKM tidak melakukan sertifikasi 

halal, sebagaimana dari hasil 

penelitian Khairunnisa dkk. (2020) 

mengatakan bahwa sebanyak 6% 

Khairunnisa, 

H., Lubis, 

D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Noordin, N., 



F-4 
 

 

No Barrier Keyword Description Literature 

dari responden menganggap 

penerbitan sertifikasi cukup lama. 

Noor, N. L. 

M., Hashim, 

M., & 

Samicho, Z. 

(2009) 

8 Bad service 

Lack of 

direction, 

Guidance 

Banyaknya UMKM yang tidak 

melakukan sertifikasi, hal ini 

dikarenakan kurangnya pembinaan 

serta pengarahan dari pihak 

lembaga sertifikasi, hal ini sejalan 

dengan yang dikemukan oleh 

Salamah dan Umami (2020) 

banyaknya industri kecil menengah 

(IKM) yang tidak kembali ke dinas 

perindutrian dan energi sumber 

daya mineral (DPESDM) untuk 

melengkapi persyaratan fasilitasi 

sertifikat halal dikarenakan 

kurangnya arahan dari dinas 

DPESDM bagian holtikultura 

kepada IKM mengenai proses 

sertifikasi halal tersebut. 

Salamah, S. 

I., & 

Umami, N. 

A. (2020); 

Praja, C. B. 

E., & 

Kurniaty, Y. 

(2017); 

Noordin, N., 

Noor, N. L. 

M., Hashim, 

M., & 

Samicho, Z. 

(2009); 

Ridwan, M., 

& Hatuwe, 

M. (2017) 

9 
Low level of 

education 

Qualified, 

self 

management 

Sebagian pelaku usaha UMKM 

memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah hal ini berdampak pada 

ketidakmampuan pelaku usaha 

tersebut dalam melaksanakan 

sertifikasi halal, seperti yang 

dikatakan Prabowo (2017) kendala 

UMKM dalam melakukan 

sertifikasi bisa berupa faktor yang 

saling terkait seperti, rendahnya 

tingkat pendidikan, kurangnya 

pelatihan, terlalu banyak pekerjaan 

tulis-menulis dan dokumentasi yang 

detail. 

Maryati, T., 

Syarief, R., 

& 

Hasbullah, 

R. (2016); 

Prabowo, S. 

(2017) 

10 
Lack of 

enforcement 

Government 

agencies 

(BPOM, 

LPPOM, 

Kurangnya penegasan hukum dari 

pemerintah merupakan salah satu 

penyebab UMKM tidak melakukan 

sertifikasi halal, para pelaku usaha 

Noordin, N., 

Noor, N. L. 

M., Hashim, 

M., & 



F-5 
 

 

No Barrier Keyword Description Literature 

BPJPH) tersebut seolah tidak peduli 

terhadap pentingnya sertifikasi halal 

dikarenakan kurangnya penegasan 

dan penegakan hukum 

Samicho, Z. 

(2009); 

Shafie, S., & 

Othman, M. 

N. (2006) 

11 Consistency 

Types of 

products, 

SOP 

Salah satu syarat dalam penerapan 

sertifikasi halal yaitu konsistensi. 

Konsistensi disini berarti bahwa 

semua bahan baku produk dan SOP 

yang digunakan dalam pembuatan 

produk harus sama dari awal hingga 

akhir tidak boleh ada bahan baku 

atau SOP yang dirubah, hal ini 

menjadi salah satu permasalahan 

pada UMKM. Prabowo (2017) 

mengatakan bahwa beberapa 

responden mengakui tidak 

melakukan sertifikasi halal karena 

tidak yakin bahan baku produk 

mereka halal. 

Prabowo, S. 

(2017) 

 

Table 2. Driver 

No Driver Keyword Description Literature 

1 
Costumer 

awareness 

Safe and 

hygienic 

products 

Kesadaran konsumen akan 

pentingnya produk aman 

dan higienis di zaman 

sekarang ini membuat 

UMKM perlu melakukan 

sertifikasi, sebagaimana 

yang dikatakan Pramintasari 

dan Fatmawati (2017) tidak 

hanya motif agama yang 

menentukan kesadaran 

konsumen terhadap produk 

halal, tetapi juga alasan 

kesehatan yang berkaitan 

dengan identitas agama 

Maryati, T., 

Syarief, R., & 

Hasbullah, R. 

(2016); 

Pramintasari, T. 

R., & 

Fatmawati, I. 

(2017); Barokah, 

S., Pangiuk, A., 

& Hafiz, A. P. 

(2020) 

2 
Business 

reputation 
Customer trust 

and 

Status sertifikasi halal juga 

dapat meningkatkan reputasi 
Gunawan, S., 

Darmawan, R., 
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satisfaction, 

Branding, 

Prestige, 

Responsibilities 

dari usaha bisnis yang 

dijalankan, selain itu juga 

dapat memberikan 

gambaran atau branding 

produk yang baik kepada 

konsumen sehingga dapat 

menarik kepercayaan dan 

kepuasan konsumen. Alim 

dkk. (2018) mengatakan 

Pencantuman label halal 

pada tiap kemasan produk 

bertujuan untuk memberikan 

kepastian status kehalalan 

pada produk tersebut dan 

untuk menentramkan batin 

konsumen muslim akan 

prosedur, bahan baku, dan 

pengolahan dari produk itu 

sendiri, sehingga 

masyarakat tak ragu dan 

memutuskan untuk 

melakukan pembelian 

Juwari, J., 

Qadariyah, L., 

Wirawasista, H., 

Firmansyah, A. 

R., ... & 

Ardhilla, M. F. 

(2020); Konety, 

N., Purnama, C., 

& Adilla, M. H. 

(2018); 

Khairunnisa, H., 

Lubis, D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); Barokah, 

S., Pangiuk, A., 

& Hafiz, A. P. 

(2020); Alim, S. 

A., Mawardi, M. 

K., & Bafadhal, 

A. S. (2018) 

3 
Religious 

belief 
Islamic law 

Beberapa UMKM yang 

telah melakukan sertifikasi, 

sadar akan pentingnya 

sertifikasi halal, hal ini 

dikarenakan pelaku usaha 

tersebut memahami betul 

apa saja kaidah dan hukum 

dalam islam yang mengatur 

tentang halal-haram suatu 

produk, sebagaimana yang 

dikatakan Putra (2017) 

Sertifkat halal berguna 

sebagai perlindungan 

konsumen dari berbagai 

macam makanan yang 

dianggap tidak layak sesuai 

syariat Islam khususnya 

Indonesia yang pendudukan 

mayoritas beragama Islam, 

Pramintasari, T. 

R., & 

Fatmawati, I. 

(2017); Agus, P. 

A. (2017) 
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juga memberikan 

keuntungan mendorong 

kompetensi dan menjadi 

keunggulan pasar 

4 
Role Halal 

Certification 

Stamp of halal, 

Certainty of 

halal status, 

Value 

proposition 

Dengan adanya logo status 

halal MUI pada produk yang 

dijual dapat memberi nilai 

tambah pada produk, tidak 

hanya dari segi kesehatan 

tetapi juga pada nilai 

ekonomi, selain itu peran 

sertifikasi halal juga dapat 

memberikan kepastian status 

halal yang jelas pada 

produk, sebagaimana yang 

dikatakan Khairunnisa dkk. 

(2020) mengatakan sertifikat 

halal menjadi sebuah 

langkah strategis bagi 

perusahaan untuk tetap 

mempertahankan konsumen, 

menjadi pembeda dengan 

perusahaan pesaing dan 

memberikan nilai tambah 

terhadap produk 

Pramintasari, T. 

R., & 

Fatmawati, I. 

(2017); Konety, 

N., Purnama, C., 

& Adilla, M. H. 

(2018); Praja, C. 

B. E., & 

Kurniaty, Y. 

(2017); 

Khairunnisa, H., 

Lubis, D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Nukeriana, D. 

(2018); Barokah, 

S., Pangiuk, A., 

& Hafiz, A. P. 

(2020) 

5 
Increase 

income 

Customer 

buying interest 

Tidak sedikit UMKM yang 

mengatakan bahwa dengan 

melakukan sertifikasi halal 

dapat meningkatkan 

pendapatan atau income, hal 

ini sejalan dengan 

pernyataan salah satu 

responden dari penelitian 

sebeleumnya yang 

mengatakan “Kami 

mendapatkan kepercayaan 

penuh dari customer baik 

muslim maupun non 

semenjak memperoleh 

sertifikasi halal, mereka 

mulai berdatangan untuk 

Konety, N., 

Purnama, C., & 

Adilla, M. H. 

(2018); Barokah, 

S., Pangiuk, A., 

& Hafiz, A. P. 

(2020) 
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membeli produk kami. Ini 

ditandai dengan 

meningkatnya penjualan dan 

bertambahnya pemasukan 

kami dari yang 

sebelumnya.”(Barokah dkk., 

2020) 

6 
Governmental 

policy 

UU No. 33 of 

2014, 

mandatory 

Dengan adanya UUJPH 

membuat sertifikasi berubah 

yang dari sifatnya volunteer 

menjadi mandatory, dan ini 

mengharuskan UMKM 

untuk melakukuan 

sertifikasi halal, 

sebagaimana yang dikatakan 

Khairunnisa dkk. (2020) 

Seluruh produk yang masuk, 

beredar dan diperdagangkan 

di Indonesia wajib memiliki 

sertifikat halal. Berdasarkan 

UU-JPH, sertifikat halal 

resmi diterbitkan oleh 

Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) dan bersifat wajib 

(mandatory).. 

Khairunnisa, H., 

Lubis, D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Nukeriana, D. 

(2018) 

7 

Islamic 

business 

concept 

Faith, Halalan 

thayyiban 

Konsep bisnis islami 

merupakan tren yang sedang 

berkembang saat ini, yang 

mana para pelaku usaha 

memiliki keyakinan 

bahwasanya produk yang 

akan dibuat harus benar dan 

baik sejak dari penyediaan 

bahan baku sampai siap 

dikonsumsi oleh konsumen 

atau halalan thayyiban. 

Nukeriana (2018) 

mengatakan konsep 

berproduksi dalam lingkaran 

Islam ialah menitik beratkan 

Khairunnisa, H., 

Lubis, D., & 

Hasanah, Q. 

(2020); 

Nukeriana, D. 

(2018); Agus, P. 

A. (2017) 
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kepada halalan toyyiban 

sehingga produksi yang 

halal lagi baik menjadi hal 

terpenting yang harus 

diperhatikan oleh produsen 

8 
Globalization 

progress 

Trade 

politicization, 

trend 

Seiring perkembangan 

globalisasi membuat fungsi 

sertifikasi ini bukan hanya 

sebatas status jaminan halal 

melainkan dimanfaatkan 

untuk komodifikasi dagang. 

Afroniyati (2014) 

mengatakan instrumen-ins-

trumen (seperti sertifikasi 

halal)  seringkali digunakan 

untuk politisasi dagang, 

namun hendaknya tetap 

memperhatikan 

terpenuhinya hak-hak umat, 

selain tetap membawa 

dampak yang positif bagi 

kemajuan perekonomian 

Indonesia 

Afroniyati, L. 

(2014); 

Prabowo, S. 

(2017) 

9 

Halal 

certification 

program 

Financial 

resources 

(APBN, APBD, 

Komunitas, 

Asosiasi) 

Salah satu alasan UMKM 

dalam melakukan sertifikasi 

halal yaitu karena adanya 

dana subsidi ataupun adanya 

program sertifikasi halal 

baik dari pemerintah 

maupun dari organisasi 

lainnya. Anwar (2020) 

mengatakan pelaku usaha 

RPA mikro dan kecil merasa 

berat dengan kewajiban 

sertifikasi halal dan 

berharap pemerintah ikut 

membantu proses sertifikasi 

halal secara gratis. 

Praja, C. B. E., 

& Kurniaty, Y. 

(2017); Anwar, 

M. K. (2020). 

10 Market 

product 
Market 

Selain dapat meningkatkan 

minat beli konsumen, 

Barokah, S., 

Pangiuk, A., & 
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freedom competition dengan melakukan 

sertifikasi juga dapat 

membuat produk yang dijual 

dapat bersaing dengan 

competitor lainnya tanpa 

ada rasa was-was akan 

ketidakhalalan produk 

mereka. Prabowo dan 

Rahman (2016) mengatakan 

kewajiban sertifikasi halal 

produk asal hewan untuk 

masuk Indonesia sedikit 

banyak dapat meredam 

banjirnya daging impor, hal 

ini dikarenakan daging yang 

akan di impor tidak 

memiliki jaminan halal, 

yang mana ini akan 

menguntungkan peternak 

lokal. 

Hafiz, A. P. 

(2020); 

Prabowo, S., & 

Abd Rahman, A. 

(2016) 

 

Table 3. Organizational  

No Organizational Keyword   Description Literature 

1 

Business 

player 

awareness 

Dissemination 

Rendahnya minat restoran 

untuk melakukan sertifikasi 

halal disebabkan oleh 

kurangnya informasi tentang 

konsep halal yang 

dibutuhkan oleh industri. 

Kurangnya kesadaran 

tersebut juga diperparah 

dengan kurangnya sosialisasi 

dan diseminasi informasi 

yang diberikan baik oleh 

lembaga sertifikasi maupun 

pemerintah (Prabowo dkk, 

2015). 

Prabowo, S., 

Abd Rahman, 

A., Ab 

Rahman, S., & 

Samah, A. A. 

(2015) 

2 
Weak 

commitment 
Top 

management, 

komitmen yang lemah terkait 

dengan banyak aspek, seperti 
Prabowo, S., 

Abd Rahman, 
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Motivation, 

Normative 

Isomorphism 

komitmen yang lemah dari 

administrasi senior atau 

manajemen puncak dan 

kurangnya motivasi 

karyawan. Menurut Prabowo 

dkk. (2015), masalah 

manajemen ini juga terkait 

dengan kendala untuk 

menyediakan waktu untuk 

memahami sistem, 

menyusun, melaksanakan, 

dan melakukan pelatihan 

untuk mengubah kebiasaan 

lama karyawan. Untuk 

mengadopsi operasional 

baru, keterlibatan 

manajemen puncak sangat 

penting dalam menciptakan 

dukungan dalam hal sumber 

daya internal dan eksternal 

organisasi 

A., Ab 

Rahman, S., & 

Samah, A. A. 

(2015); Ab 

Talib, M. S., 

Sawari, S. S. 

M., Hamid, A. 

B. A., & Chin, 

T. A. (2016); 

Din, R. C., & 

Daud, S. (2014) 

3 
Production 

facility 

Information, 

Communication, 

and Technology 

(ICT) 

Dalam konteks ini, 

teknologi yang ada 

konsisten dalam 

menghasilkan produk 

Halal dan juga mampu 

menjalankan operasional 

sehari-hari suatu perusahaan. 

Implementasi ICT dalam 

transportasi Halal dapat 

mengakses dan 

menyampaikan informasi 

dan membantu mereka 

(UMKM) untuk berinteraksi 

dengan pemasok atau 

pelanggan langsung. Selain 

itu, masalah kompatibilitas 

akan terjadi jika pelanggan 

atau perusahaan yang 

berbeda menggunakan 

sistem yang berbeda yang 

Azmi, F. R., 

Musa, H., 

Sihombing, H., 

& Fen, F. S. 

(2018); Din, R. 

C., & Daud, S. 

(2014) 
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menyebabkan inkonsistensi 

(Din & Daud, 2014) 

4 
Organizational 

Readiness 

Operations 

management 

capability 

Kesiapan organisasi 

bervariasi sesuai dengan 

karakteristik internal dan 

properti perusahaan hingga 

jenis teknologi baru yang 

akan diadopsi. Azmi dkk. 

(2018) mendefinisikan 

kesiapan organisasi sebagai 

kemampuan manajemen 

operasi untuk mengadopsi 

layanan transportasi Halal 

dalam hal keuangan dan 

sumber daya manusia. 

Azmi, F. R., 

Musa, H., 

Sihombing, H., 

& Fen, F. S. 

(2018) 

5 
Halal 

Traceability 

Information, 

Composition 

Seiring dengan banyaknya 

permintaan produk makanan 

halal, membuat konsumen 

mulai menuntut lebih banyak 

informasi mengenai produk 

yang ingin mereka beli, 

Dalam perspektif industri 

makanan halal, 

ketertelusuran dapat 

digunakan untuk melacak 

status kehalalan produk 

makanan tertentu pada setiap 

tahap rantai pasokan. Ini 

mencakup semua informasi 

mengenai kegiatan yang 

telah dilalui produk makanan 

halal termasuk kegiatan yang 

terlibat sebelum produksi 

produk makanan tertentu 

seperti asal bahan/hewan. 

Zulfakar, M. 

H., Anuar, M. 

M., & Ab 

Talib, M. S. 

(2014). 
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Table 4. Environmental  

No Environmental Keyword Description Literature 

1 
Raw material 

availability 

Halal 

Supplier 

Prabowo dkk. (2015) mengatakan, 

dalam banyak kasus, kendala yang 

dihadapi industri adalah terbatasnya 

ketersediaan pemasok bahan baku 

bersertifikat halal. Contoh umum 

dalam food service adalah 

penggunaan daging dalam menu 

utamanya. Daging merupakan poin 

yang sangat kritis dalam proses 

sertifikasi halal, sehingga 

diperlukan status halal dari lembaga 

sertifikasi yang diakui. Faktanya, 

tidak semua daging yang tersedia di 

pasar didukung dengan sertifikat 

halal yang sah dan tidak semua 

rumah potong hewan bersertifikat 

halal. 

Prabowo, 

S., Abd 

Rahman, 

A., Ab 

Rahman, 

S., & 

Samah, A. 

A. (2015) 

2 Social culture 
Cultural 

change 

Diskusi yang dilakukan dengan 

konsumen mengangkat fakta bahwa 

telah terjadi pergeseran gaya hidup 

masyarakat Indonesia mengikuti 

gaya hidup masyarakat barat yang 

tidak mempertimbangkan 

penggunaan bahan yang tidak jelas 

kehalalannya (Prabowo dkk, 2015) 

Prabowo, 

S., Abd 

Rahman, 

A., Ab 

Rahman, 

S., & 

Samah, A. 

A. (2015) 

3 
Government 

Support 

Supportive 

infrastructure, 

Policy 

Dukungan pemerintah berperan 

sebagai peran penting dalam 

konteks ini karena kebijakan 

pemerintah akan mempengaruhi 

perusahaan untuk mempraktikkan 

Halal. Semakin banyak pemberian 

dukungan pemerintah, semakin 

positif para pelaku usaha akan 

mengadopsi standar Halal (Azmi 

dkk, 2018). Selain itu, dukungan 

pemerintah yang kuat akan 

mendorong lebih banyak penyedia 

layanan logistik halal untuk 

mengadopsi teknologi informasi 

dalam operasi transportasi halal 

Azmi, F. 

R., Musa, 

H., 

Sihombing, 

H., & Fen, 

F. S. 

(2018); 

Din, R. C., 

& Daud, S. 

(2014) 
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mereka. 

4 
Competitive 

Pressure 
Competition 

Tekanan kompetitif merupakan 

keunggulan yang dimiliki 

perusahaan atas pesaingnya, 

memungkinkannya menghasilkan 

kinerja yang lebih besar daripada 

pesaingnya. Azmi dkk. (2018) 

mendefinisikan tekanan kompetitif 

sebagai tekanan yang dihasilkan 

dari ancaman kehilangan 

keunggulan kompetitif, memaksa 

perusahaan untuk mengadopsi dan 

menyebarkan layanan rantai 

pasokan Halal. Ketika persaingan 

pasar meningkat, perusahaan 

mungkin merasa perlu untuk 

mencari keunggulan kompetitif 

melalui Halal 

Azmi, F. 

R., Musa, 

H., 

Sihombing, 

H., & Fen, 

F. S. 

(2018) 

5 
Halal Market 

Demand 
Halal demand 

Pasar halal kemungkinan akan 

menjadi salah satu kekuatan pasar 

yang besar dalam beberapa dekade 

mendatang. Pasar produk halal 

sangat luas dan berpotensi untuk 

dikembangkan. Industri halal 

memiliki potensi besar untuk 

permintaan pasar. Maraknya produk 

halal membuat konsumen berpikir 

dua kali sebelum menggunakan 

produk apapun karena terbukti 

produk halal dapat menawarkan 

kualitas yang baik (Azmi dkk, 

2018) 

Azmi, F. 

R., Musa, 

H., 

Sihombing, 

H., & Fen, 

F. S. 

(2018) 
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